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PROGRAM TAHUNAN
Satuan Pendidikan	: 	 SMP/MTs
Mata Pelajaran			  : 	 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Tahun Ajaran			   : 	 2019/2020
Kelas/Semester		  : 	 VII/1
Kompetensi Inti		  :
1. 	 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. 	 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya 

diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya.

3. 	 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata

4. 	 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, 
dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 	
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

Semester Kompetensi Dasar Alokasi 
Waktu Keterangan

1 Bab 1
1.1 	 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen 

para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Dasar Negara 
Pancasila.

2.1 	 Mengembangkan sikap bertanggung jawab dan berkomitmen sebagai 
warga negara Indonesia sepeti yang diteladankan para pendiri negara 
dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara.

3.1 	 Menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar 
Negara.

4.1 	 Menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila 
sebagai Dasar Negara.

Bab 2
1.2 Menghargai norma-norma keadilan yang berlaku dalam kehidupan 

bermasyarakat sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa.
2.2 Mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat 

untuk mewujudkan keadilan.
3.2 Memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat 

untuk mewujudkan keadilan.
4.2 Mengampanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam 

kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan.
Bab 3
1.3 Menghargai nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk 
sikap beriman.

2.3 Mengembangkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai 
kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia Tahun 1945.

3.3 Menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4.3 Menjelaskan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jumlah

........, ............................... 2019
Mengetahui, .
Kepala Sekolah	 Guru Mata Pelajaran

	
NIP.   			    NIP.
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PROGRAM SEMESTER

Satuan Pendidikan	 : 	 SMP/MTs	 Tahun Ajaran	 :	 2019/2020
Mata Pelajaran	 : 	 Pendidikan Pancasila dan Kewraganegaraan	 Kelas/Semester	 :	 VII/1 

No Kompetensi Dasar Jml 
jam

Bulan

Juli Agustus September Oktober November Desember

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1. Bab 1
1.1. 	Bersyukur kepada 

Tuhan Yang Maha 
Esa atas semangat 
dan komitmen 
para pendiri 
negara dalam 
merumuskan 
dan menetapkan 
Dasar Negara 
Pancasila.

2.1. 	Mengembangkan 
sikap 
bertanggung 
jawab dan 
berkomitmen 
sebagai warga 
negara Indonesia 
seperti yang 
diteladankan para 
pendiri negara 
dalam perumusan 
dan penetapan 
Pancasila sebagai 
dasar negara.

3.1. 	Menganalisis 
proses perumusan 
dan penetapan 
Pancasila sebagai 
dasar negara.

4.1. 	Menyaji hasil 
analisis proses 
perumusan 
dan penetapan 
Pancasila sebagai 
Dasar Negara.

2. Bab 2
1.2. 	Menghargai 

norma-norma 
keadilan yang 
berlaku dalam 
kehidupan 
bermasyarakat 
sebagai anugerah 
Tuhan Yang Maha 
Esa.

2.2. 	Mematuhi 
norma-norma 
yang berlaku 
dalam kehidupan 
bermasyarakat.

3.2.  Memahami 
norma-norma 
yang berlaku 
dalam kehidupan 
bermasyarakat 
untuk 
mewujudkan 
keadilan.

4.2. Mengampanyekan 
perilaku sesuai 
norma-norma 
yang berlaku 
dalam kehidupan 
bermasyarakat 
untuk 
mewujudkan 
keadilan.
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3. Bab 3
1.3. 	Menghargai 

nilai kesejarahan 
perumusan dan 
pengesahan 
Undang-Undang 
dasar Negara 
Republik 
Indonesia Tahun 
1945 sebagai 
bentuk sikap 
beriman.

2.3. Mengembangkan 
sikap 
bertanggung 
jawab yang 
mendukung 
nilai kesejarahan 
perumusan dan 
pengesahan 
Undang-Undang 
Dasar Republik 
Indonesia Tahun 
1945.

3.3. Menganalisis 
kesejarahan 
perumusan dan 
pengesahan 
Undang-
Undang Dasar 
Negara Repubik 
Indonesia Tahun 
1945.

4.3. Menjelaskan 
proses 
kesejarahan 
perumusan dan 
pengesahan 
Undang-Undang 
Dasar Megara 
Republik 
Indonesia Tahun 
1945.

........, ............................... 2019
Mengetahui, 	
Kepala Sekolah	 Guru Mata Pelajaran

	
NIP.   			    NIP.
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PENGEMBANGAN SILABUS

Satuan Pendidikan	 : 	 SMP/MTs	 Tahun Ajaran	 :	 2019/2020
Mata Pelajaran	 : 	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	 Kelas/Semester	 :	 VII/1
Kompetensi Inti	 :	

1. 	 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. 	 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya 

diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya.

3. 	 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata

4. 	 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 	memodifikasi, 
dan membuat) dan 	 ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

Kompetensi Dasar Materi 
Pembelajaran

Strategi Pembelajaran Alokasi 
Waktu Sumber Bahan

Metode Langkah Kegiatan

Bab 1
1.1. 	Bersyukur kepada 

Tuhan Yang Maha 
Esa atas semangat 
dan komitmen para 
pendiri negara dalam 
merumuskan dan 
menetapkan Dasar 
Negara Pancasila.

2.1. 	Mengembangkan 
sikap bertanggung 
jawab dan 
berkomitmen sebagai 
warga negara 
Indonesia seperti 
yang diteladankan 
para pendiri negara 
dalam perumusan 
dan penetapan 
Pancasila sebagai 
dasar negara.

3.1. 	Menganalisis proses 
perumusan dan 
penetapan Pancasila 
sebagai dasar negara.

4.1. 	Menyaji hasil analisis 
proses perumusan 
dan penetapan 
Pancasila sebagai 
Dasar Negara.

1.   Perumusan 
Pancasila 
sebagai Dasar 
Negara

2.	 Penetapan 
Pancasila 
sebagai Dasar 
Negara

3.	 Semangat 
Pendiri 
Negara dalam 
Merumuskan 
dan 
Menetapkan 
Pancasila 
sebagai Dasar 
Negara

1.	 Ceramah.
2.	 Diskusi.
3.	 Tanya 

jawab.
4.	 Penugasan.

Mengamati 
Membaca apersepsi buku 
dan menceritakan sejarah 
hadirnya Pancasila. 
Menanya 
Siswa bertanya kepada 
guru tentang tujuan 
perumusan Pancasila 
sebagai dasar negara.
Mengeksplorasi
Mendiskusikan tentang 
BPUPKI, perbedaan 
BPUPKI dengan PPKI, 
dan hal-hal yang harus 
diteladani dari para tokoh 
pendiri negara.
Mengasosiasi
Menyimpulkan proses 
sejarah dengan perumusan 
Paancasila sebagai dasar 
negara.
Mengomunikasikan 
Mempresentasikan hasil 
diskusi bersama kelompok.

… x 
pertemuan

(…JP)

1.	 Buku paket  
Pendidikan 
Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
kelas VII.

2.	 Buku Kerja 
Pendidikan 
Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
kelas VII utuk 
SMP/MTs Semester 
1.

3.	 Buku lain yang

	 relevan.

Bab 2
1.2. 	Menghargai norma-

norma keadilan 
yang berlaku 
dalam kehidupan 
bermasyarakat 
sebagai anugerah 
Tuhan Yang Maha 
Esa.

2.2. 	Mematuhi norma-
norma yang berlaku 
dalam kehidupan 
bermasyarakat.

3.2.  Memahami norma-
norma yang berlaku 
dalam kehidupan 
bermasyarakat 
untuk mewujudkan 
keadilan.

4.2. Mengampanyekan 
perilaku sesuai 
norma-norma 
yang berlaku 
dalam kehidupan 
bermasyarakat 
untuk mewujudkan 
keadilan.

1.	 Norma dalam 
Kehidupan 
Bermasyarakat

2.	 Arti Penting 
Norma dalam 
Mewujudkan 
Keadilan

3.	 Perilaku sesuai 
Norma dalam 
Kehidupan 
Sehari-Hari.

1.	 Ceramah.
2.	 Diskusi.
3.	 Tanya 

jawab.
4.	 Penugasan.

Mengamati 
Membaca apersepsi buku 
dan menceritakan contoh 
norma yang berlaku di 
aerah sekitar tempat 
tinggalnya. 
Menanya 
Siswa bertanya kepada 
guru tentang berbagai 
macam norma yang 
berlaku dalam kehidupan 
sehari-hari.

… x 
pertemuan

(…JP)
1.	 Buku paket  

Pendidikan 
Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
kelas VII.

2.	 Buku Kerja 
Pendidikan 
Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
kelas VII utuk 
SMP/MTs Semester 
1.

3.	 Buku lain yang

	 relevan.
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Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran
Strategi Pembelajaran Alokasi 

Waktu Sumber Bahan
Metode Langkah Kegiatan

Mengeksplorasi
Berdiskusi dengan 
kelompoknya 
tentang berbagai 
macam norma, tata 
tertib di sekolah, 
keadilan, dan 
perilaku sesuai 
norma.
Mengasosiasi
Menyimpulkan 
contoh perilaku 
sesuai norma dalam 
kehdupan sehari-
hari.
Mengomunikasikan 
Mempresentasikan 
hasil diskusi bersama 
kelompok.

Bab 3
1.3. 	Menghargai 

nilai kesejarahan 
perumusan dan 
pengesahan 
Undang-Undang 
dasar Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 1945 sebagai 
bentuk sikap 
beriman.

2.3. Mengembangkan 
sikap bertanggung 
jawab yang 
mendukung 
nilai kesejarahan 
perumusan dan 
pengesahan 
Undang-Undang 
Dasar Republik 
Indonesia Tahun 
1945.

3.3. Menganalisis 
kesejarahan 
perumusan dan 
pengesahan 
Undang-Undang 
Dasar Negara 
Repubik Indonesia 
Tahun 1945.

4.3. Menjelaskan 
proses kesejarahan 
perumusan dan 
pengesahan 
Undang-Undang 
Dasar Megara 
Republik Indonesia 
Tahun 1945.

1.	 Perumusan dan 
Pengesahan UUD 
Negara Republik 
Indonesia Tahun 
1945.

2.	 Arti Penting UUD 
Negara Republik 
Indonesia Tahun 
1945 bagi Bangsa 
dan Negara 
Indonesia.

3.	 Peran Tokoh 
Perumus UUD 1945

1.	 Ceramah.
2.	 Diskusi.
3.	 Tanya 

jawab.
4.	 Penugasan.

Mengamati
Membaca 
apersep buku dan 
menganalisis sifat-
sifat para tokoh 
pendiri negara.
Menanya 
Siswa bertanya 
kepada guru 
mengenai 
perumusan dan 
pengesahan UUD 
Negara Republik 
Indonesia Tahun 
1945.
Mengeksplorasi
Berdiskusi dengan 
kelompok tentang 
perumusan UUD 
1945, arti penting 
UUD 1945 bagi 
bangsa dan negara, 
dan hal-hal yang 
harus diteladani 
dari tokoh-tokoh 
perumus UUD 1945.
Mengasosiasi
Menyimpulkan hasil 
diskusi kelompok.
Mengomunikasikan 
Mempresentasikan 
hasil diskusi bersama 
kelompok.

… x 
pertemuan

(…JP)

1.	 Buku paket  
Pendidikan 
Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
kelas VII.

2.	 Buku Kerja 
Pendidikan 
Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
kelas VII utuk SMP/
MTs Semester 1.

3.	 Buku lain yang

	 relevan.

........, ............................... 2019
Mengetahui, 	
Kepala Sekolah	 Guru Mata Pelajaran

	
NIP.   			    	 NIP.
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Bab 1

REKAYASA PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	 :	 SMP/MTs
Mata Pelajaran	 : 	 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/Semester	 : 	 VII/1
Waktu	 :

I.	 Kompetensi Inti	 :	 1.	 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
			   2.	 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), 

santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

			   3. 	 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata.

	   		  4. 	 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

II.	 Kompetensi Dasar 	 :	 1.1. 	 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen para pendiri negara 
dalam merumuskan dan menetapkan Dasar Negara Pancasila.

			   2.1. 	 Mengembangkan sikap bertanggung jawab dan berkomitmen sebagai warga negara Indonesia 
seperti yang diteladankan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila 
sebagai dasar negara.

			   3.1. 	 Menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara.
			   4.1. 	 Menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara.
III.	 Materi Pembelajaran	 :	 1.	 Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara
			   2.	 Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara
			   3.	 Semangat Pendiri Negara dalam Merumuskan dan Menetapkan Pancasila sebagai Dasar 

Negara

IV.	 Strategi Pembelajaran

Kegiatan Waktu
Aspek Life Skill yang

Dikembangkan

I. 	 Pendahuluan
	 a. 	 Motivasi       	 :	 Memotivasi pentingnya memahami  tentang perumusan 

dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara.
	 b. 	 Persyaratan 	 :	 Memahami tentang perumusan dan penetapan Pancasila 

sebagai Dasar Negara.
II.	 Kegiatan Inti

Mengamati 
Membaca apersepsi buku dan menceritakan sejarah hadirnya Pancasila. 
Menanya 
Siswa bertanya kepada guru tentang tujuan perumusan Pancasila sebagai
dasar negara.
Mengeksplorasi
Mendiskusikan tentang BPUPKI, perbedaan BPUPKI dengan PPKI, dan hal-hal
yang harus diteladani dari para tokoh pendiri negara.
Mengasosiasi
Menyimpulkan proses sejarah dengan perumusan Paancasila sebagai dasar
negara.
Mengomunikasikan 
Mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok.

	 Konfirmasi
	 Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa:
	 1. 	 Menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui 
	 2. 	 Menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui.
III.	Penutup

1. 	 Bersama-sama dengan siswa, guru membuat rangkuman atau kesimpulan 
pelajaran.

2.	 Siswa memberikan umpan balik yang disampaikan guru.
3.	 Guru memberikan tugas atau pekerjaan rumah kepada siswa.

Personal dan akademik
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V. 	 Media Pembelajaran 	 : 	 Gambar-gambar dan internet.

VI.	 Penilaian 	
	 A.	 Jenis Tagihan 	 :	 Ulangan, tugas, dan kuis
	 B.	 Tindak Lanjut	 : 	 1. 	 Siswa dinyatakan berhasil jika tingkat pencapaiannya 65% atau lebih.
					     2. 	 Memberikan program remedi untuk siswa yang tingkat pencapaiannya kurang dari 65%.
					     3. 	 Memberikan program pengayaan untuk siswa yang tingkat pencapaiannya lebih dari 65%.
VII.	Sumber bacaan	 :	 1.	 Buku paket Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII.
					     2.	 Buku Kerja Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII untuk SMP/MTs Semester 1.
					     3.	 Buku lain yang relevan.

.........., ..................................... 2019
Mengetahui, .
Kepala Sekolah	 Guru Mata Pelajaran

	
NIP.   				     NIP.
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Bab 2

REKAYASA PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	 :	 SMP/MTs
Mata Pelajaran	 : 	 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/Semester	 : 	 VII/1
Waktu	 :

I.	 Kompetensi Inti	 :	 1.	 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
			   2.	 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), 

santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

			   3. 	 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata.

	   		  4. 	 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

II.	 Kompetensi Dasar 	 :	 1.2. 	 Menghargai norma-norma keadilan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat sebagai 
anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

			   2.2. 	 Mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan 
keadilan.

			   3.2. 	 Memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan 
keadilan.

			   4.2. 	 Mengampanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat 
untuk mewujudkan keadilan.

III.	 Materi Pembelajaran	 :	 1.	 Norma dalam Kehidupan Bermasyarakat
			   2.	 Arti Penting Norma dalam Mwwujudkan Keadilan
			   3.	 Perilaku sesuai Norma dalam Kehidupan Sehari-Hari

IV.	 Strategi Pembelajaran

Kegiatan Waktu
Aspek Life Skill yang

Dikembangkan

I. 	 Pendahuluan
	 a. 	 Motivasi       	 :	 Memotivasi pentingnya memahami  norma-norma 

yang berlaku dalam  kehidupan sehari-hari.
	 b. 	 Persyaratan 	 :	 Memahami tentang norma-norma yang berlaku dalam 

kehidupan sehari-hari.
II.	 Kegiatan Inti

Mengamati 
Membaca apersepsi buku dan menceritakan contoh norma yang berlaku
di daerah sekitar tempat tinggalnya. 
Menanya 
Siswa bertanya kepada guru tentang berbagai macam norma yang berlaku
dalam kehidupan sehari-hari.
Mengeksplorasi
Berdiskusi dengan kelompoknya tentang berbagai macam norma, tata
tertib di sekolah, keadilan, dan perilaku sesuai norma.
Mengasosiasi
Menyimpulkan contoh perilaku sesuai norma dalam kehdupan sehari-hari.
Mengomunikasikan 
Mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok.

	 Konfirmasi
	 Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa:
	 1. 	 Menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui 
	 2. 	 Menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui.
III.	Penutup

1. 	 Bersama-sama dengan siswa, guru membuat rangkuman atau ke
simpulan pelajaran.

2.	 Siswa memberikan umpan balik yang disampaikan guru.
3.	 Guru memberikan tugas atau pekerjaan rumah kepada siswa.

Personal dan akademik
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V. 	 Media Pembelajaran 	 : 	 Gambar-gambar dan internet.

VI.	 Penilaian 	
	 A.	 Jenis Tagihan 	 :	 Ulangan, tugas, dan kuis
	 B.	 Tindak Lanjut	 : 	 1. 	 Siswa dinyatakan berhasil jika tingkat pencapaiannya 65% atau lebih.
					     2. 	 Memberikan program remedi untuk siswa yang tingkat pencapaiannya kurang dari 65%.
					     3. 	 Memberikan program pengayaan untuk siswa yang tingkat pencapaiannya lebih dari 65%.
VII.	Sumber bacaan	 :	 1.	 Buku paket Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII.
					     2.	 Buku Kerja Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII untuk SMP/MTs Semester 1.
					     3.	 Buku lain yang relevan.

.........., ..................................... 2019
Mengetahui, .
Kepala Sekolah	 Guru Mata Pelajaran

	
NIP.   				     NIP.
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Bab 3

REKAYASA PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	 :	 SMP/MTs
Mata Pelajaran	 : 	 Pendidikan Pancasila dan Kearganegaraan
Kelas/Semester	 : 	 VII/1
Waktu	 :

I.	 Kompetensi Inti	 :	 1.	 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
			   2.	 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), 

santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

			   3. 	 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata.

	   		  4. 	 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

II.	 Kompetensi Dasar 	 :	 1.3. 	 Menghargai nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman.

			   2.3. 	 Mengembangkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan perumusan 
dan pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

			   3.3. 	 Menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.

			   4.3. 	 Menjelaskan proses kesejarahan dan pengeahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

III.	 Materi Pembelajaran	 :	 1.	 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
			   2.	 Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa dan Negara Indonesia.
			   3.	 Peran Tokoh Perumus UUD 1945

IV.	 Strategi Pembelajaran

Kegiatan Waktu Aspek Life Skill yang
Dikembangkan

I. 	 Pendahuluan
	 a. 	 Motivasi       	 :	 Memotivasi pentingnya memahami  tentang perumusan 

dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.

	 b. 	 Persyaratan 	 :	 Memahami tentang  perumusan dan pengesahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.

II.	 Kegiatan Inti
Mengamati
Membaca apersep buku dan menganalisis sifat-sifat para tokoh pendiri
negara.
Menanya 
Siswa bertanya kepada guru mengenai perumusan dan pengesahan UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Mengeksplorasi
Berdiskusi dengan kelompok tentang perumusan UUD 1945, arti penting
UUD 1945 bagi bangsa dan negara, dan hal-hal yang harus diteladani dari
tokoh-tokoh perumus UUD 1945.
Mengasosiasi
Menyimpulkan hasil diskusi kelompok.
Mengomunikasikan 
Mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok.

	 Konfirmasi
	 Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa:
	 1. 	 Menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui 
	 2. 	 Menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui.
III.	Penutup

1. 	 Bersama-sama dengan siswa, guru membuat rangkuman atau ke
simpulan pelajaran.

2.	 Siswa memberikan umpan balik yang disampaikan guru.
3.	 Guru memberikan tugas atau pekerjaan rumah kepada siswa.

Personal dan akademik



12 Pegangan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII SMP/MTs - Semester Ganjil

V. 	 Media Pembelajaran 	 : 	 Gambar-gambar dan internet.

VI.	 Penilaian 	
	 A.	 Jenis Tagihan 	 :	 Ulangan, tugas, dan kuis
	 B.	 Tindak Lanjut	 : 	 1. 	 Siswa dinyatakan berhasil jika tingkat pencapaiannya 65% atau lebih.
					     2. 	 Memberikan program remedi untuk siswa yang tingkat pencapaiannya kurang dari 65%.
					     3. 	 Memberikan program pengayaan untuk siswa yang tingkat pencapaiannya lebih dari 65%.
VII.	Sumber bacaan	 :	 1.	 Buku paket Ilmu Pengetahuan Alam kelas VIII.
					     2.	 Buku Kerja Ilmu Pengetahuan Alam kelas VIII untuk SMP/MTs Semester 1.
					     3.	 Buku lain yang relevan.

.........., ..................................... 2019
Mengetahui, .
Kepala Sekolah	 Guru Mata Pelajaran

	
NIP.   				     NIP.



Pegangan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII SMP/MTs - Semester Ganjil 13

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas VII SMP/MTs Semester Ganjil

BAB 1
Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara

A.	 Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara
Tugas Mandiri
Garuda Pancasila
Akulah pendukungmu
Patriot proklamasi
Sedia berkorban untukmu
Pancasila dasar negara
Rakyat adil makmur sentosa
Pribadi bangsaku
Ayo maju maju
Ayo maju maju
Ayo maju maju 
Nilai dan semangat: 
	 Lagu in i  menga jak  k i ta  untuk berkomitmen 

terhadap Pancasila yang merupakan dasar Negara. 
Nilai dan semangat untuk menjunjung Pancasila 
terlihat jelas pada lirik “Akulah pendukungmu’ dan 
‘Sedia berkorban untukmu’. Selain itu terdapat pula 
lirik yang mengukuhkan nilai nilai pancasila sebagai 
jiwa bangsa Indonesia yakni ‘Pribadi bangsaku’.  
L a g u  i n i  d i t u t u p  d e n g a n  l i r i k  ‘A y o  M a j u ’ 
ya n g  d i u l a n g  b e r k a l i - k a l i  ya n g  m e r u p a k a n 
harapan bagi  Indonesia  secara  kese luruhan. 

Tugas Kelompok
Kebijaksanaan guru. 

B.	 Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara
Tugas Mandiri
Kreativitas siswa
Tugas Kelompok

Aspek Pembeda BPUPKI PPKI
Waktu Pembentukan 1 Maret 1945 7 Agustus 1945

Kepanjangan Badan Penyel id ik 
U s a h a - U s a h a 
P e r s i a p a n  
K e m e r d e k a a n 
Indonesia

Pani t ia  Pers iapan 
K e m e r d e k a a n 
Indonesia

Tugas utama Mempersiapkan hal-
hal penting mengenai 
tata pemerintahan 
Indonesia merdeka

Melanjutkan hasil 
kerja BPUPKI dan 
m e m p e r s i a p k a n 
p e m i n d a h a n 
kekuasaandari pihak 
Jepang kepada bangsa 
Indonesia

Alasan pembentukan Mempersiapkan hal-
hal penting mengenai 
tata pemerintahan 
Indonesia merdeka

Melanjutkan hasil 
kerja BPUPKI dan 
m e m p e r s i a p k a n 
p e m i n d a h a n 
kekuasaandari pihak 
Jepang kepada bangsa 
Indonesia

Hasil Menyusun rancangan 
UUD bagi  negara 
Indonesia merdeka

M e r e s m i k a n  d a n 
mensyahkan Undang-
U n d a n g  D a s a r 
1945  (membentuk 
pemerintahan RI)

Keanggotaan terdiri dari kurang 
lebih 67 orang yang 
terdiri  dari  tokoh 
utama pergerakan 
nasional serta 7 orang 
Jepang.

terdiri dari 21 orang 
Indonesia

Keterlibatan Jepang Jepang terlihat dalam 
keanggotaan BPUPKI  
untuk mengawasi 
pelaksanaan kegiatan.

semua diserahkan 
k e p a d a  r a k y a t 
Indonesia sehingga 
t i d a k  t e r d a p a t 
keterlibatan Jepang.

C. 	 Semangat Pendiri Negara dalam Merumuskan dan 
Menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara

Tugas Mandiri
Kreativitas siswa
Tugas Kelompok

Nama Pendiri Nilai Semangat

Ir. Soekarno -  J iwa dan semangat 
merdeka
-  N a s i o n a l i s m e  d a n 
patriotisme
- Idealisme kejuangan 
yang tinggi

Drs. Mohammad Hatta -  J iwa dan semangat 
merdeka
-  N a s i o n a l i s m e  d a n 
patriotisme
- Idealisme kejuangan 
yang tinggi

Muhammad Yamin - Berjuang melalui karya 
sastra
- Semangat juang yang 
tinggi
- Teguh pendirian

Soepomo - Sangat memegang teguh 
budaya bangsa Indonesia
- Jiwa patriotik yang tinggi
- Teguh pendirian

KH. Wahid Hasjim - Memegang teguh nilai 
agama
- Jiwa patriotik yang tinggi
-  J iwa dan semangat 
merdeka

	 Uji Kompetensi Akhir Bab

A.	 Pilihan ganda 
1.	 c.	 bentuk negara
	 Pembahasan:
	 Pada tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan 

dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan 
BPUPKI yang pertama di gedung "Chuo Sangi In", yang 
pada zaman kolonial Belanda gedung tersebut merupakan 
gedung Volksraad (dari bahasa Belanda, semacam 
lembaga "Dewan Perwakilan Rakyat Hindia-Belanda" di 
masa penjajahan Belanda), dan kini gedung itu dikenal 

Kunci Jawaban
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dengan sebutan Gedung Pancasila, yang berlokasi di 
Jalan Pejambon 6 – Jakarta. Namun masa persidangan 
resminya sendiri (masa persidangan BPUPKI yang 
pertama) diadakan selama empat hari dan baru dimulai 
pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 29 Mei 1945, 
dan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, 
dengan tujuan untuk membahas bentuk negara Indonesia, 
filsafat negara "Indonesia Merdeka" serta merumuskan 
dasar negara Indonesia.

2.	 a.	 menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan 
Indonesia

	 Pembahasan:
	 Tugas BPUPKI adalah
	 1.	 Membahas dan menyusun Dasar Negara Indonesia.
	 2.	 Setelah sidang pertama, tugas BPUPKI adalah 		

	 membentuk reses dalam waktu satu bulan.
	 3.	 Membentuk panitia kecil atau panitia delapan 		

	 yang mempunyai tugas untuk menampung 			
	 saran-saran serta konsep dasar negara  			 
	 dari para anggota.

	 4.	 Membantu panitia sembilan dan juga panitia kecil.
	 5.	 Panitia sembilan membuat Jakarta Charter atau 		

	 dalam bahasa Indonesia adalah Piagam Jakarta.
3.	 c.	 67  	
	 Pembahasan:
	 Dokuritsu Junbi Cosakai atau yang sering dikenal dengan 

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (BPUPKI) adalah sebuah Badan yang dibentuk 
oleh Pemerintah Angkatan Darat XVI Jepang yang 
berkedudukan di Jakarta (selengkapnya baca artikel 
BPUPKI) ini beranggotakan 67 orang,terdiri dari 60 orang 
yang dianggap tokoh dari Indonesia dan 7 orang anggota 
Jepang dan keturunan Indonesia lainnya tanpa hak suara. 
Pada sidang yang kedua (10 Juli-17 Juli) Pemerintah Jepang 
menambah 6 orang anggota bangsa Indonesia.

4.	 d.	 dr.k.r.t. Radjiman Wedyodiningrat	

	 Pembahasan:
	 Pendirian BPUPKI sudah diumumkan oleh Kumakichi 

Harada pada tanggal 1 Maret 1945, tetapi badan ini 
baru benar-benar diresmikan pada tanggal 29 April 1945 
bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. 
Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan 
dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan 
bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan 
Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketuai 
oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman 
Wedyodiningrat dengan wakil ketua Ichibangase Yosio 
(orang Jepang) dan Raden Pandji Soeroso..

5.	 b.	 Mr.Soepomo
	 Pembahasan:
	 Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr.Soepomo menyampaikan 

pidatonya tentang dasar negara. Menurut Mr.Soepomo, 
dasar negara Indonesia adalah sebagai berikut.

	 1. Persatuan
	 2. Kekeluargaan
	 3. Keseimbangan lahir dan batin
	 4. Musyawarah
	 5. Keadilan rakyat
6.	 d.	 7 Agustus 1945
	 Pembahasan:
	 PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya sudah dibentuk 
BPUPKI, kemudian dibubarkan oleh Jepag dan dibentuk 
PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh 
Ir.Soekarno.

7.	 b.	 Pembukaan UUD 1945
	 Pembahasan:
	 Pancasila merupakan ideologi bangsa dan negara 

Indonesia. Dalam kelima sila yang terdapat Pancasila, 
kita menemukan jati diri dan tujuan kita sebagai bangsa 
Indonesia. Para pendiri bangsa kita telah berjuang untuk 
merumuskan kelima dasar hidup bangsa Indonesia, 
terutama dengan tetap menempatkan diri sebagai umat 
Allah yang Maha Pengasih. Karena sifatnya yang amat 
penting, para pendiri bangsa menempatkan rumusan 
Pancasila dalam pembukaan dasar negara kita, yaitu 
Undang-undang Dasar 1945.

8.	 c.	 R.P.Soeroso
	 Pembahasan:
	 Panitia Sembilan dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945, 

diambil dari suatu Panitia Kecil ketika sidang pertama 
yaitu BPUPKI . Panitia Sembilan dibentuk setelah Ir. 
Soekarno memberikan rumusan Pancasila Adapun 
anggotanya adalah sebagai berikut:

	 1. Ir. Soekarno (ketua)
	 2. Drs.Mohammad Hatta (wakil ketua)
	 3. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
	 4. Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)
	 5. Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
	 6. H. Agus Salim (anggota)
	 7. Mr. Achmad Soebardjo (anggota)
	 8. Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota)
	 9. Mr. Mohammad Yamin (anggota)
9.	 a.	 27
	 Pembahasan:
	 Karena ketua PPKI yang mengusulkan penambahan 6 

orang anggota baru dan kemudian disetujui bersama, 
walaupun tanpa sepengetahuan Jepang, maka anggota 
PPKI yang semula 21 orang bertambah menjadi 27 orang. 
Tujuan ditambahnya anggota adalah karena PPKI saat itu 
sedang menggantikan BPUPKI yang dibubarkan Jepang, 
karena itu juga PPKI membutuhkan anggota baru dan 
akhirnya ketua PPKI menambahkan 6 anggota lagi pada 
tanggal 18 Agustus 1945.

10.	 a.	 Komite Nasional
	 Pembahasan:
	 Hasil sidang PPKI tgl 18 Agustus 1945, antara lain 

menetapkan bahwa untuk sementara waktu,presiden akan 
dibantu oleh Komite Nasional

11.	 d.	 4
	 Pembahasan:
	 Perbedaan yang paling mendasar antara bagian 

Pembukaan UUD 1945 dan Piagam Jakarta terletak 
pada rumusan dasar negara. Pada Pembukaan 
UUD 1945, dasar negara kita dirumuskan dengan 
berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. 

12.	 -
13.	 b.	 menumbuhkan semangat kebangsaan
	 Pembahasan:  

	 Nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia 
adalah menumbuhkan semangat kebangsaan.

14.	  d.  	 titik puncak perjuangan bangsa Indonesia
	 Pembahasan: 
	 Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan titik 

puncak perjuangan pergerakan bangsa Indonesia 
yang telah dapat mengantarkannya ke pintu gerbang 
kebebasan.
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	 Hari kebebasan itu telah ditunggu-tunggu sejak bertahun-
tahun lamanya dengan penuh kesadaran melalui berbagai 
macam bentuk perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia, 
baik yang dilakukan melalui gerakan di daerah-daerah 
maupun gerakan yang bersifat nasional (sejak tahun 1908).

15.	 c.	 kebebasan untuk berbuat dengan tidak melanggar 
norma yang berlaku

	 Pembahasan:
	 Kemerdekaan merupakan hak bagi setiap warga negara 

dalam kehidupannya. Hakikat kemerdekaan di maksud 
adalah kebebasan untuk berbuat dengan tidak melanggar 
norma yang berlaku.

16.	 c.	 perlawanan rakyat Indonesia masih kedaerahan dan 
belum bersatu

	 Pembahasan:  

	 Faktor penyebab utama rakyat Indonesia sering gagalnya 
dalam perjuangan mengusir penjajah di masa lalu adalah:

	 1. perlawanan rakyat Indonesia masih kedaerahan dan 
belum bersatu

	 2. mudah diadu domba

	 3. masih berjuang secara sendiri-sendiri
17.	 b.	 1, 2, dan 4
	 Pembahasan:  
	 Pentingnya kemerdekaan bagi suatu bangsa adalah:

	 1.	 Negara dapat melaksanakan pembangunan di 		
	 segala bidang

	 2.	 Pemerintahan dapat bekerja sama dengan negara 		
	 lain

	 3.	 Memperlihatkan harga diri bangsa yang sejajar 		
	 dengan bangsa lain

18.	 b.	 mentaati segala bentuk peraturan yang berlaku di 
masyarakat

	 Pembahasan:

	 Contoh sikap memaknai Proklamasi Kemerdekaan 
Indonesia dan UUD 1945 adalah mentaati segala bentuk 
peraturan yang berlaku di masyarakat.

19.	 a.	 penjajahan bertentangan dengan perikemanusiaan 
dan perikeadilan

	 Pembahasan:

	 Sikap bangsa Indonesia untuk menghapuskan segala 
bentuk penjajahan di seluruh dunia, seperti yang 
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV 
adalah dengan alasan penjajahan bertentangan dengan 
perikemanusiaan dan perikeadilan

20.	 a.  	 negara Indonesia dapat menentukan masa depan 
bangsa tanpa campur tangan negara lain

	 Pembahasan:

	 Proklamasi kemerdekaan merupakan pernyataan 
kedaulatan Negara Indonesia. Hal ini mengandung makna 
bahwa negara Indonesia dapat menentukan masa depan 
bangsa tanpa campur tangan negara lain

21. 	 b. 	 menuntut ilmu pengetahuan dengan sungguh-
sungguh

	 Pembahasan:

	 Tugas dan kewajiban pelajar dalam mengisi kemerdekaan 
Indonesia sekarang ini adalah dengan cara:

	 1.	 Mengikuti upacara kemerdekaan di sekolah 			
	 sebagai sikap patriotisme dan nesionalisme.

	 2.	 Mengisi kegiatan dengan hal hal positif seperti 		
	 belajar bersama.

	 3.	 Melakukan lomba memperingati kemerdekaan 		
	 Indonesia.

	 4.	 Menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh.

22.	  a.	 aktif berperan serta dalam pembangunan sesuai 
profesinya 

	 Pembahasan:

	 Partisipasi yang dituntut dari setiap warga negara dalam 
mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan cara aktif 
berperan serta dalam  pembangunan sesuai profesinya

23.	 d.	 rela berkorban untuk kepentingan bangsa tanpa 
pamrih

	 Pembahasan: 

	 Sikap dan perilaku yang harus ditunjukkan warga negara 
dalam meneruskan cita-cita pahlawan bangsa adalah 
dengan cara rela berkorban untuk kepentingan bangsa 
tanpa pamrih

24.	 d.	 belajar yang rajin untuk kemajuan bangsa
	 Pembahasan: 

	 Usaha yang dapat dilakukan siswa dalam mewujudkan 
cita-cita proklamasi adalah belajar yang rajin untuk 
kemajuan bangsa.

25.	 c.	 melanjutkan perjuangan dengan pembangunan  di 
segala bidang

	 Pembahasan:  

	 Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa, kita 
wajib menghargai jasa-jasa para pahlawan dengan cara 
melanjutkan perjuangan dengan pembangunan  di segala 
bidang.

B.	 Isian
1.	 Pembukaan UUD 1945 
2.	 dasar negara
3.	 proklamasi kemerdekaan Indonesia.
4.	 pandangan hidup bangsa
5.	 29 Mei-1 Juni 1945
6.	 menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia
7.	 67 orang
8.	 Dr.Soepomo
9.	 7 Agustus 1945
10.	 Ir.Soekarno

C.	 Uraian 
1.	 a. 	 Menetapkan UUD 1945
	 b. 	 Memilih Presiden dan wakil Presiden, yaitu Ir. 		

	 Soekarno 	 dan Mohammad Hatta. 
	 c. 	 Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. .
2.	 Pandangan Hidup Bangsa Indonesia yaitu yang dijadikan 

pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mencapai 
kesejahteraan lahir dan batin dalam masyarakat yang 
heterogen (beraneka ragam).Jiwa dan kepribadian 
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bangsa Indonesia, artinya Pancasila lahir bersama 
denganlahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri 
khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun 
tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dengan 
bangsa lain.Perjanjian Luhur  artinya Pancasila telah 
disepakati secara nasional sebagai dasar negara tanggal 
18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI (Panitia Persiapan 
kemerdekaan Indonesia).Sumber dari segala sumber 
tertib hukum artinya; bahwa segala peraturan perundang- 
undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan 
Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila.Cita- 
cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia, yaitu 
masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan 
spiritual yang berdasarkan Pancasila.

3.	 a. Persatuan
	 b. Kekeluargaan
	 c. Keseimbangan Lahir dan Batin
	 d. Musyawarah
	 e. Keadilan Rakyat
4.	 Isi pokoknya adalah pernyataan dari rakyat indonesia 

tentang kebebasannya dari pejajah (merdeka)
5.	 a. 	 Merupakan titik awal penghentian segala bentuk 

penjajahan di Indonesia.
	 b. 	 Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
	 c. 	 Merupakan titik puncak perjuangan pergerakan 

kemerdekaan, setelah berjuang berpuluh-puluh 
tahun sejak 20 Mei 1908.

6.	 a.	 Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat 
Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

	 b. 	 Kemanusiaan yang adil dan beradab.
	 c.	 Persatuan Indonesia
	 d.	 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat , 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/keadian
	 e.	 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7.	 Tujuan dibentuk BPUPKI adalah untuk mempelajari 

dan menyelidiki hal penting berhubungan dengan 
pembentukan negara Indonesia  medeka atau 
mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata 
pemerintahan Indonesia merdeka. 

	 Mempelajari dan menyelidik hal-hal yg berkaitan dengan 
aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan 
hal-hal yg diperlukan dalam usaha pembentukan negara 
Indonesia merdeka

8. 	 a.	 Kebangsaan Indonesia
	 b.	 Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
	 c.	 Mufakat atau Demokrasi
	 d.	 Kesejahteraan Sosial
	 e.	 Ketuhanan yang Berkebudayaan
9.	 Mr.Muhammad Yamin.
10. 	 Sebelum diubah: ketuhanan dengan menjalankan syariat
	 islam bagi pemeluk pemeluk nya
	 Setelah diubah: ketuhanan yang maha esa
Perbaikan
A.	 Pilihan Ganda

1.	 b. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
2.	 d. Supriyadi
3.	 a. Majapahit
4.	 d. Piagam Jakarta

5.	 a. mempersiapkan rancangan aturan dasar negara

6.	 c. menciptakan dasar negara
7.	 b. kerja sama 
8.	 c. BPUPKI

9.	 a. pembentukan BPUPKI
10.	 b. BPUPKI
B.	 Uraian
1.	 Pembukaan UUD 1945
2.	 a.	 Ir soekarno
	 b.	 Drs. Mohammad Hatta
	 c.	 Mr.Muhammad Yamin
	 d.	 Dr.Soepomo
	 e.	 KH.A.Wahid Hasjim
3.	 Untuk membahas tentang tema bahasan bentuk negara, 

wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-
Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan 
negara, pendidikan dan pengajaran.

4.	 a.	 Ir. Soekarno (ketua)
	 b.	 Drs.Mohammad Hatta (wakil ketua)
	 c.	 Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
	 d.	 Hasi l  rapat  Panit ia  Sembilan.  Abikoesno 

Tjokrosoejoso (anggota)
	 e.	 Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
	 f.	 H. Agus Salim (anggota)
	 g.	 Mr. Achmad Soebardjo (anggota)
	 h.	 Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota)
	 i.	 Muhammad Yamin
5.	 Pada tanggal 14 agustus 1945,Ir.soekarno menetapkan 

bahwa hasil kerja seluruh panitia yang  mencakup tiga 
hal,yaitu: pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan 
Undang-Undang Dasar , Undang-Undang Dasar itu 
sendiri (batang tubuh).

6.	 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam 
bagi pemeluknya.

	 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
	 3. Persatuan Indonesia.
	 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan/perwakilan.
	 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7. 	 Tujuan dibentuk BPUPKI adalah untuk mempelajari 

dan menyelidiki hal penting berhubungan dengan 
pembentukan negara Indonesia  medeka atau 
mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata 
pemerintahan Indonesia merdeka. 

	 Mempelajari dan menyelidik hal-hal yg berkaitan dengan 
aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan 
hal-hal yg diperlukan dalam usaha pembentukan negara 
Indonesia merdeka

8.	 Wujud upaya Bung Hatta dalam rangka menyempurnakan 
makna sila pertama adalah dengan menyampaikan usulan 
agar bunyi sila pertama diubah. 

9.	 Sebelum diubah: ketuhanan dengan menjalankan syariat
	 islam bagi pemeluk pemeluk nya
	 Setelah diubah: ketuhanan yang maha esa
10.	 Mr.Muhammad Yamin
 

Pengayaan
Kreativitas siswa (kebijaksanaan guru)
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BAB 2
Noma dan Keadilan

A.	 Norma dalam Kehidupan Bermasyarakat
Tugas Mandiri

Norma Contoh Sanksi

Agama 1) Mengimani adanya 
Tuhan sesuai dengan 
agama dan keyakinan 
masing-masing.
2) Menjalankan 
perintah sesuai ajaran 
agama (contohnya : 
bersedekah, shalat, 
berpuasa, dan lain-
lain).
3) Mencegah dan 
menjauhi semua 
yang dilarang 
dalam ajaran agama 
(contohnya : tidak 
berbuat maksiat, 
tidak berjudi, dan 
lain-lain).

1) Mendapatkan 
sanksi secara tidak 
langsung yaitu sanksi 
di akhirat berupa 
siksaan di neraka.
2)  sanksi secara 
langsung yaitu 
dikenakan hukuman 
sesuai dengan 
pelanggarannya.

Hukum 1) Mematuhi 
peraturan lalu lintas.
2) Membuang 
sampah pada 
tempatnya.
3) Membayar pajak 
dengan tepat.
4) Tidak melakukan 
tindakan melanggar 
hukum seperti 
mencuri, merampok, 
korupsi, membunuh, 
dan lain-lain.

1) Sanski pidana/
penjara
2) Sanksi denda
3) Sanksi hukuman 
mati (untuk 

pelanggaran berat)

Kesusilaan 1) Selalu berkata jujur 
baik dalam perkataan 
maupun perbuatan.
2) Menghormati 
orang yang lebih tua.
3) Menghargai orang 
yang lebih muda.
4) Selalu meminta 
maaf jika melakukan 
kesalahan.
5) Selalu berkata 
hal-hal yang baik dan 
sopan.
6) Tidak mencemooh 
atau menghina orang 
lain.
7) Membantu orang 
yang kesusahan 
dan orang yang 
membutuhkan.
8) Tidak mengambil 
barang yang bukan 
miliknya.
9) Tidak menipu 
orang.
10) Tidak menggangu 
orang lain.
11) Mengembalikan 
hutang baik itu 
hutang kecil maupun 
hutang besar.
12) Tidak melakukan 
penipuan atau 
berbuat curang.

1) Dihujat oleh 
masyarakat.
2) Diasingkan dari 
komunitas.
3) Mendapat 
stigma negatif dari 
masyarakat.
4) Tidak dipercaya 
lagi oleh orang-
orang.

Kesopanan 1) Menghormati 
orang yang lebih tua.
2) Menerima selalu 
dengan tangan 
kanan.
3) Memberi salam 
pada orang.
4) Membuang 
sampah pada 
tempatnya.
5) Bertutur kata yang 
sopan santun.
6) Tidak berkata-kata 
kasar.

1) Cemoohan 
dan celaan dari 
masyarakat.
2) Pandangan negatif 
dari warga sekitar.
3) Dikucilkan dari 
pergaulan sehari-
hari.
4) Sanksi sosial 
lainnya.

Tugas Kelompok
Kreativitas siswa (kebijaksanaan guru)

B.	 Arti Penting Norma dalam Mewujudkan Keadilan
Tugas Mandiri
Kreativitas siswa (kebijaksanaan guru)

Tugas Kelompok
Kreativitas siswa (kebijaksanaan guru)

C.	 Perilaku Sesuai Norma dalam Kehidupan Sehari-Hari
sepeda.

Tugas Kelompok
Kreativitas siswa (kebijaksanaan guru)

D. 	 Prinsip Kerja Pesawat Sederhana pada Sistem Gerak 
Manusia

Tugas Mandiri
Kreativitas siswa (kebijaksanaan guru)

Tugas Kelompok
Kreativitas siswa (kebijaksanaan guru)

Uji Kompetensi Akhir Bab

A.	 Pilihan ganda
1.	 c.	 norma 
	 Pembahasan:
	 Norma adalah aturan hidup yang berupa perintah, 	

larangan dan sanksi serta berlaku sebagai petunjuk dalam 
kehidupan sehari-hari

2.	 c.	 mengatur sikap dan perilaku dalam kehidupan 
bermasyarakat

	 Pembahasan:
	 Tujuan dibuatnya peraturan dalam masyarakat adalah:
	 a. supaya masyarakat bisa lebih tertib dan teratur, dan 

dapat melatih diri agar patuh pada tata tertib.
	 b. mengatur sikap dan perilaku dalam kehidupan 

bermsayarakat.
3.	 b.	 orang muda menghormati yang tua
	 Pembahasan:
	 Contoh sikap yang sesuai dengan norma kesopanan antara 

lain:
	 a.	 Menghormati orang yang lebih tua.
	 b.	 Menerima selalu dengan tangan kanan.
	 c.	 Memberi salam pada orang.
	 d.	 Membuang sampah pada tempatnya.
	 e.	 Bertutur kata yang sopan santun.
	 f.	 Tidak berkata-kata kasar.
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4.	 c.	 diasingkan oleh masyarakat selamanya
	 Pembahasan: 
	 Sanksi norma kesusilaan antara lain:
	 a.	 Dihujat oleh masyarakat.
	 b. 	 Diasingkan dari komunitas.
	 c.	 Mendapat stigma negatif dari masyarakat.
	 d.	 Tidak dipercaya lagi oleh orang-orang.
5.	 a.	 ketenangan dan tidak merasa dikejar-kejar perasaan 

bersalah
	 Pembahasan:
	 Manfaat ketaatan terhadap peraturan yang berlaku bagi 

diri sendiri adalah ketenangan dan tidak merasa dikejar-
kejar perasaan bersalah

6.	 a. 	 1, 2, 3 		
	 Pembahasan:
	 Ciri-ciri norma hukum adalah:
	 a.	 Bersumber dari lembaga resmi milik pemerintah. 
	 b.	 Bersifat memaksa, tegas melarang. 
	 c.	 Terdapat sanksi hukuman yang berupa denda,  		

	 hukuman fisik, atau pidana.
7.	 a.	 undang-undang
	 Pembahasan:
	 Hukum tertulis adalah hukum yang telah ditulis dan 

dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan 
Negara baik yang dikodifikasi ataupun yang tidak 
dikodifikasi. Contoh hukum tertulis : hukum perdata 
tertulis dalam KUH Perdata, hukum pidana  dituliskan 
dalam KUHPidana.

	 Hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup dan 
tumbuh dalam kehidupan masyarakat/ adat atau dalam 
praktik ketatanegaraan/ konverasi. Hukum tidak tertulis 
merupakan kebalikan dari Hukum Tertulis.Contoh 
Hukum Tidak Tertulis: Hukum Adat yang tidak ditulis/ 
tidak dicantumkan dalam perundang-undangan namun 
peraturannya sudah tertanam dan dipatuhi oleh daerah 
tertentu/ adat tertentu sehingga menjadi sebuah pedoman 
dalan tata pelaksanaan kehidupan bermasyarakat.

8.	 b.	 menciptakan ketenteraman hidup dalam masyarakat
	 Pembahasan:
	 Manfaat melaksanakan norma hukum dengan penuh 

kesadaran adalah menciptakan ketenteraman hidup 
dalam masyarakat.

9.	 a. 	 mengatur sikap dan perilaku siswa agar sesuai 
dengan ketentuan       

	 Pembahasan:
	 Penerapan tata tertib siswa di sekolah memiliki tujuan 

untuk mengatur sikap dan perilaku siswa agar sesuai 
dengan ketentuan       

10.	 a. 	 penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia 
berlandaskan hukum

	 Pembahasan:
	 Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional 

telah disebutkan pada UUD 1945. Penggunaan istila negara 
hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan 
amandemen dan sebelum dilakukan amandemen. 
Sebelum amandemen UUD 1945, yang berbunyi bahwa 
" Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara 
hukum". Sedangkan setelah dilakukannya amandemen 
UUD 1945 yaitu "Negara Indonesia adalah negara hukum." 
istilah negara tersebut dimuat dalam UUD 1945 pasal 1 
ayat (3). Meskipun ada perbedaan UUD 1945 sebelum 
dan sesudah amandemen pada hakikatnya keduanya 
mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan Negara 
Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai 
negara hukum, memliki karakteristik mandiri yang 

berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan 
konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Konsep 
yang dianut oleh negara kita disesuaikan dengan kondisi 
yang ada di Indonesia yaitu Pancasila. NKRI sebagai 
negara hukum yang berdasarkan pada pancasila, pasti 
mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu bertujuan 
untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita sebuah 
negara yang aman, tentram, aman sejahtera, dan tertib 
dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya 
dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, 
keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan 
perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarkat). 
Konsep negara hukum pancasila artinya suatu sistem 
hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah 
atau norma-norma yang terkandung/tercermin dari nilai 
yang ada dalam pancasila sebagai dasar kehidupan 
bermasyarakat.

11.	 d.	 membereskan tempat tidur 
	 Pembahasan:
	 Contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan 	 norma 

di lingkungan keluarga adalah membereskan empat tidur.
12.	 b. menjaga ketertiban,kenyamanan, ketenteraman dan 

keadilan
	 Pembahasan:
	 Warga negara yang baik adalah warga negara 

yang mematuhi  hukum atas  dasar   menjaga 
ketertiban,kenyamanan, ketenteraman dan keadilan

13.	 b.	 memakai seragam sekolah dengan atribut lengkap.  
	 Pembahasan:
	 Contoh perbuatan siswa yang mencerminkan ketaatan 

terhadap peraturan tertulis di sekolah adalah memakai 
seragam sekolah dengan atribut lengkap.  

14.	 c.	 1, 2, dan 4
	 Pembahasan:
	 Contoh perilaku sesuai norma dalam kehidupan 

masyarakat dan negara:
	 a.	 Ikut mendukung program keamanan dan 			 

	 ketertiban masyarakat (poskamling/ronda)
	 b.	 Mematuhi peraturan lalulintas
	 c.	 Tidak melakukan tindakan main hakim sendiri
	 d.	 Membayar pajak sesuai dengan ketentuan, dsb
	 e.	 Memiliki dan menerapkan budaya malu, budaya 		

	 tertib dan budaya bersih. 
15.	 b.	 2 dan 3
	 Pembahasan:
	 Contoh perilaku siswa yang sesuai dengan tata terib yaitu:
	 a.	 Membuang sampah pada tepatnya
	 b.	 Menghormati guru
	 c.	 Datang tepat waktu
	 d.	 Melaksanakan tugas piket
	 e.	 Mengerjakan tugas yang diberi guru
	 f.	 Mengikuti upacara
	 g.	 Sopan
	 h.	 Tidak membawa barang yang seonohnya
16.	 c.	 selalu membayar pajak tepat pada waktunya.
	 Pembahasan:
	 Perbuatan yang mencerminkan kesadaran 			 

hukum masyarakat dalam kehidupan sehari-		
hari adalah selalu membayar pajak tepat pada waktunya.

17.	 c.	 mengasuh adik bila menangis	  
	 Pembahasan:
	 Contoh perilaku sesuai norma yang berlaku dalam 

kehidupan keluarga:
	 a.	 Berperilaku sopan
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	 b.	 Mengerjakan pekerjaan rumah yang telah 			 
	 disepakati bersama (mengepel, mencuci, dan 		
	 sebagainya)

	 c.	 Hormat kepada orang tua
	 d.	 Taat kepada perintah orang tua
	 e.	 Bertutur kata yang baik
	 f.	 Saling menyayangi antar anggota keluarga
	 g.	 Hidup rukun dalam keluarga
18.	 b. 	 menumbuhkan semangat kebersamaan
	 Pembahasan:
	 Nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia 

adalah menumbuhkan semangat kebersamaan
19.	 b.	 mempersiapkan dan mewujudkan masa depan yang 

lebih baik
	 Pembahasan:
	 Sebagai siswa dan generasi muda harus memiliki 

komitmen dalam berbangsa dan bernegara dengan cara 
mempersiapkan dan mewujudkan masa depan yang lebih 
baik

20.	 d.	 mengatur tata kehidupan masyarakat
	 Pembahasan:
	 Tujuan diberlakukannya norma adalah agar tatanan hidup 

dalam masyarakat sesuai dengan kaidah yang berlaku dan 
sesuai dengan norma-norma atau peraturan yang telah 
ditetapkan dalam suatu masyarakat.

21. 	 b.	 agama
	 Pembahasan:
	 Norma agama adalah petunjuk hidup yang berasal dari 

Tuhan yang disampaikan melalui utusan-Nya yang berisi 
perintah, larangan dan anjuran-anjuran. Contoh-contoh 
norma agama ialah:

	 a.	 Rajin beribadah sesuai dengan agama dan 
keyakinan, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, 
sebelum perjalanan, sebelum belajar, sebelum memasuki 
tempat ibadah, dan lain-lain.

	 b.	 Mencegah dan tidak melakukan perbuatan yang 
dilarang agama.

	 c.	 Mengimani adanya Tuhan sesuai dengan agama dan 
kepercayaan masing-masing.

	 Pelanggar norma agama dalam penetapan sangsinya ada 
2 macam

	 a.	 Mendapatkan sanksi secara tidak langsung, artinya 
pelanggarnya baru akan menerima sanksinya nanti di 
akhirat berupa siksaan di neraka.

	 b.	 Mendapat sangsi langsung: artinya jika seseorang 
telah melanggar norma agama. baik mengakui sendiri 
di depann mufti atau hakim, atau kedapatan/tertangkap 
basah melakukan pelanggaran agama, dikenakan 
hukuman sesuai dengan pelanggarannya.

22.	 c.	 kesusilaan
	 Pembahasan:
	 Norma kesusilaan dalam istilah lain disebut dengan mores. 

Norma ini berasal dari hati nurani yang dipraktikkan 
berulang-ulang menjadi kebiasaan. Secara singkat kita 
bisa katakan bahwa selama menganut norma ini, orang 
akan bertindak manusiawi.

	 Anggapan bahwa norma ini berasal dari hati nurani 
menciptakan argumen bahwa ada kedekatan antara 
kesusilaan dengan keyakinan keagamaan. Pelanggaran 
terhadap norma kesusilaan seringkali dianggap sebagai 
pelanggaran terhadap ajaran agama. 

23.	 a. 	 dikucilkan oleh masyarakat 
	 Pembahasan:
	 Sanksi norma kesusilaan yaitu rasa menyesal bagi yang 

melanggar dan dikucilkan oleh masyarakat.

24.	 a.	 hukum
	 Pembahasan:
	 Norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh 

lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga 
dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk 
dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat 
peraturan itu sendiri. Pelanggaran terhadap norma ini 
berupa sanksi denda sampai hukuman fisik (dipenjara, 
hukuman mati).

25.	 b. 	 mengikuti musyawarah bersama warga masyarakat
	 Pembahasan:
	 Contoh perilaku sesuai norma dalam kehidupan 

masyarakat dan negara:
	 a.	 Ikut mendukung program keamanan dan 			 

	 ketertiban masyarakat (poskamling/ronda)
	 b.	 Mematuhi peraturan lalulintas
	 c.	 Tidak melakukan tindakan main hakim sendiri
	 d.	 Membayar pajak sesuai dengan ketentuan, dsb
	 e.	 Memiliki dan menerapkan budaya malu, budaya 		

	 tertib dan budaya bersih. 
B.	 Isian
1.	 norma
2.	 norma kesusilaan
3.	 norma agama
4. 	 cemoohan, celaan, hinaan, atau dikucilkan dan diasingkan 

dari pergaulan serta di permalukan
5.	 hukum
6.	 norma hukum
7.	 mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan 

bermasyarakat
8.	 dikucilkan oleh masyarakat
9.	 ketenangan dan tidak merasa dikejar-kejar perasaan 

bersalah
10.	 menciptakan ketenteraman hidup dalam masyarakat

C.	 Uraian
1.	 1.	 M e n g i k u t i  p e l a j a r a n  a g a m a  d i  k l s 

2. 	 Melaksanakan sholat walaupun berada di sekolah 
3. 	 T i d a k  m e m b e d a - b e d a k a n  a g a m a  t e m a n 
4. 	 M e n g h o r m a t i  a g a m a  s e s a m a  t e m a n . 
5. 	 Berbicara yg sopan sesuai akidah agama yang benar.

2.	 Norma agama, noma kesusilaan, norma kesopanan, norma 
hukum.

3.	 Norma agama:
	 a.	 Rajin beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan.
	 b.	 Berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum 

perjalanan, sebelum belajar, sebelum memasuki tempat 
ibadah, dan lain-lain.

	 c.	 Mengimani adanya Tuhan sesuai dengan agama dan 
kepercayaan masing-masing.

	 Norma hukum:
	 a.	 Peraturan lalu lintas
	 b.	 Membayar pajak
	 c.	 Tidak merusak fasilitas umum
4.	 a.	 Hormat kepada orang tua.
	 b.	 Mentaati peraturan dan tata tertib sekolah
	 c.	 Mematuhi peraturan lalu lintas
5. 	 a.	 Membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan 

b.	 Menjadi pedoman, penuntun tingkah laku dalam 		
	 kehidupan

	 c.	 Menciptakan kehidupan yang aman, tertib, 			 
	 selaras, serasi dan seimbang

	 d.	 Membentuk budi pekerti  manusia yang baik, 
perilaku yang patuh, sadar hukum dan memiliki akhlak 
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mulia
6.	 Norma adalah seperangkat peraturan / kaidah-kaidah 

yang menjadi pedoman / petunjuk hidup manusia dalam 
bertingkah laku di masyarakat

7.	 Norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara memiliki arti penting sebagai pedoman 
bertingkah laku dan sebagai sistem pengendalian sosial. 
Dengan begitu, maka kerukunan dalam bermasyarakat 
dapat terjaga, sehinga kata disintegrasi tidak akan dialami 
oleh nega

8.	 a.	 Norma kesusilaan adalah peraturan hidup 			 
	 yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma 	
	 ini menentukan mana yang baik dan mana 			 
	 yang buruk.

	 b.	 Norma kesopanan adalah ketentuan hidup yang 		
	 bersumber dari pergaulan masyarakat. Norma ini 		
	 didasari oleh beberapa hal diantaranya yaitu 		
	 kebiasaan, kepatutan, kepantasan yang 			 
	 berlaku dalam masyarakat.

	 c.	 Norma agama adalah ketentuan hidup yang 		
	 bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Isinya 		
	 berupa perintah-perintah, ajaran, dan 				  
	 larangan.

	 d.	 Norma hukum adalah ketentuan yang dibuat 		
	 oleh pejabat yang berwenang yang memiliki 		
	 sifat memaksa untuk melindungi kepentingan 		
	 manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat 		
	 dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat.

9.	 Norma Agama : sumber dari Tuhan Yang Maha Esa 
sanksinya berdosa.

	 Norma Kesusilaan : sumber dari suara hati sanubari 
manusia akibat pelanggaran norma kesusilaan adalah 
penyesalan.

	 Norma Kesopanan : sumber dari Masyarakat, sanksinya 
diejek dan dikucilkan oleh masyarakat Norma Hukum : 
sumber dari UUD 1945, sanksinya didenda/dipenjara .

10.	 Menaati peraturan yang berlaku di lingkungan tersebut, 
menghormati sesama tetangga dan tidak melakukan 
intimidasi terhadap sesama.

Perbaikan
A.	 Pilihan Ganda
1.	 d. norma kebudayaan
2.	 c. sarana hukum bagi pelanggaran
3. 	 b. Van Kant
4.	 b. hukuman denda
5.	 c. kesopanan
6.	 c. tugas-tugas negara
7.	 b. hukum dagang
8.	 d. kepatuhan pada hukum
9.	 b. hukum berlaku bagi seluruh warga negara
10.	 a. menggunakan tangan kanan saat menerima sesuatu
B.	 Uraian
1.	 Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia saling 

bergantung. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan 
manusia lainnya.

2.	 Penyesalan, dijauhi, dan dikucilkan.
3.	 a.	 Rajin beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan.
	 b.	 Berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum 

perjalanan, sebelum belajar, sebelum memasuki tempat 
ibadah, dan lain-lain.

	 c.	 Mengimani adanya Tuhan sesuai dengan agama dan 
kepercayaan masing-masing.

4.	 a.	 Untuk menindak lanjuti orang yang melakukan 
penyimpangan

	 b.	 Untuk menciptakan rasa aman terhadap masyarakat

	 c.	 Agar masyarakat memiliki pedoman dalam hidup 
agar tidak melakukan penyimpangan.

5.	 Traktat adalah Yaitu perjanjian antar negara/perjanjian 
internasional/perjanjian yang dilakukan oleh dua negara 
atau lebih.

	 Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang 
terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim, 
dalam mengambil keputusannya.

	 Yurisprudensi adalah keputusan hakim yang selalu 
dijadikan pedoman hakim lain dalam memutuskan kasus-
kasus yang sama.

6.	 a.	 Norma kesusilaan adalah peraturan hidup 			 
	 yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma 	
	 ini menentukan mana yang baik dan mana 			 
	 yang buruk.

	 b.	 Norma kesopanan adalah ketentuan hidup yang 		
	 bersumber dari pergaulan masyarakat. Norma ini 		
	 didasari oleh beberapa hal diantaranya yaitu 		
	 kebiasaan, kepatutan, kepantasan yang 			 
	 berlaku dalam masyarakat.

	 c.	 Norma agama adalah ketentuan hidup yang 		
	 bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Isinya 		
	 berupa perintah-perintah, ajaran, dan 				  
	 larangan.

	 d.	 Norma hukum adalah ketentuan yang dibuat 		
	 oleh pejabat yang berwenang yang memiliki 		
	 sifat memaksa untuk melindungi kepentingan 		
	 manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat 		
	 dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat.

7.	 1) Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam 
pergaulan hidup bermasyarakat;

	 2). Peraturan yang ditetapkan oleh badan-badan resmi 
negara;

	 3). Peraturan yang bersifat memaksa;
	 4). Peraturan yang memiliki sanksi yang tegas.
8.	 Sistem kekerabatan yang ada di masyarakat hukum adat 

di Indonesia dibagi menjadi:
	 1. Sistem kekerabatan unilateral
	 Sistem kekerabatan   unilateral merupakan sistem 

kekerabatan yang angota-anggotanya menarik garis 
keturunan hanya dari satu pihak saja yakni pihak ayah 
(Δ) atau ibu (O).

	 Sistem kekerabatan unilateral ini dapat dibagi menjadi 2, 
yakni:

	 a. Sistem Kekerabatan Matrilinea
 

Sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem 
kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis 
keturunan hanya dari pihak ibu saja terus menerus ke atas 
karena ada kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari 
seorang ibu (O) asal.

	 Misal: masyarakat Minangkabau, Kerinci, Semendo 
(Sumatera Selatan), Lampung Paminggir.

	 b. Sistem Kekerabatan Patrilineal
	 Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem 

kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik 
garis keturunan hanya dari pihak laki-laki/ayah 
saja, terus menerus ke atas karena ada kepercayaan 
bahwa mereka berasal dari seorang ayah (Δ) asal. 
Misal: masyarakat Alas (Sumatera Utara), Gayo, Tapanuli 
(Batak), Nias, Pulau Buru, Pulau Seram, Lampung 
Pepadun, Bali, Lombok.

 
2. Masyarakat Bilateral/ Parental

	 Sistem kekerabatan bilateral/ parental merupakan sistem 
kekerabatan yang angota-anggotanya menarik garis 
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keturunan baik melalui garis ayah (Δ) maupun ibu (O).
9.	 Norma kesopananm norma kesusilaan, dan norma 

agaman.
10.	 Akan terpecah belah Masyarakat akan bertindak 

semaunya Individualisme

Pengayaan
Kreativitas siswa (kebijaksanaan guru)

Latihan Tengah Semester
A.	 Pilihan Ganda
1.	 b.	 Pembukaan UUD 1945
	 Pembahasan:
	 Pancasila merupakan ideologi bangsa dan negara 

Indonesia. Dalam kelima sila yang terdapat Pancasila, 
kita menemukan jati diri dan tujuan kita sebagai bangsa 
Indonesia. Para pendiri bangsa kita telah berjuang untuk 
merumuskan kelima dasar hidup bangsa Indonesia, 
terutama dengan tetap menempatkan diri sebagai umat 
Allah yang Maha Pengasih. Karena sifatnya yang amat 
penting, para pendiri bangsa menempatkan rumusan 
Pancasila dalam pembukaan dasar negara kita, yaitu 
Undang-undang Dasar 1945.

2.	 d.	 Supriyadi
	 Pembahasan:
	 Para tokoh perumus Pancasila antara lain:
	 a.	 Ir.Soekarno
	 b.	 Drs. Mohammad Hatta
	 c.	 Dr.Soepomo
	 d.	 Mr.Muhammad Yamin
	 e.	 KH.A.Wahid Hasjim
3.	 a.	 Majapahit
	 Pembahasan:
	 Istilah pancasila menurut dardji darmo diharjo sudah 

dikenal pada zaman majapahit yang terdapat dalam buku 
negarakertagama karangan prapanca dan buku sutasoma 
karangan tantular,istilah pancasila dalam bahasa 
sangsakerta arti panca (lima) , arti sila (sendi,asa) artinya 
berbatu sendi yang lima atau pelaksanaan kesusilaan yang 
lima atau pancasila krama.

4.	 d.	 Piagam Jakarta
	 Pembahasan:
	 Usulan rancangan dasar negara pada sidang 		

BPUPKi menghasilkan Piagam Jakarta, yaitu sebuah 
dokumen yang disusun oleh panitia sembilan bpupki, 
di mana namanya diberikan Mr Muhammad Yamin atas 
sebuah kesepakatan yang berisi tentang teks tertulis 
yang isinya memuat rumusan dari hukum dasar negara 
Republik Indonesia.

5.	 a.	 mempersiapkan rancangan hukum dasar negara
	 Pembahasan:
	 Sidang resmi kedua BPUPKI diselenggarakan dari tanggal 

10 Juli 1945 dan berakhir pada tanggal 14 Juli 1945.Dalam 
masa bakti atau masa kerja dua hari, yaitu tanggal 13 
Juli 1945 panitia kecil yang baru ini telah menyerahkan 
hasil kerja mereka pada ketua Panitia Perancang Undang 
Undang Dasar yakni Ir. Soekarno. Hasil kerja yang 
berupa rancangan Undang Undang Dasar itu kemudian 
disempurnakan tata bahasanya oleh Panitia Penghalus 
Bahasa. Panitia Penghalus Bahasa terdiri dari 3 orang 
anggota, yaitu : Prof. Dr. P.A.H Hoesein Djajadiningrat, 
Haji Agus Salim, dan Prof. Mr. Dr. Soepomo.

6.	 c.	 membuat dasar negara
	 Pembahasan:
	 Sidang pertama berlangsung pada 29 Mei - 1 Juni 

1945,BPUPKI menggunakan sidang yang pertam auntuk 
membahas dasar negara Indonesia. Pada kesempatan ini, 
terdapat 3 tokoh yang membeirkan pandangan mereka 
tentang dasar negara Indonesia, yaitu Ir. Soekarno, Mr. 
Muhammad Yamin, dan Prof. Dr. Supomo. Meski setelah 
melalui pembahasan yang lama dan alot, sidang kali ini 
belum berhasil menemukan kata mufakat tentang dasar 
negara Indonesia.

7.	 b.	 kerja sama
	 Pembahasan:
	 Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai 

kemerdekaan memerlukan kerja sama
8.	 c.	 BPUPKI
	 Pembahasan:
	 BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh 

pemerintah Jepang dan diketuai oleh DR.K.R.T Radjiman 
Wedyodiningrat berjumlah 67 orang.

9.	 a.	 Pembentukan BPUPKI
	 Pembahasan:
	 Perumusan dasar Negara Indonesia diawali adanya 

peristiwa pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 
1945 oleh pemerintah Jepang dan diketuai oleh DR.K.R.T 
Radjiman Wedyodiningrat berjumlah 67 orang.

10.	 b.	 BPUPKI
	 Pembahasan:
	 BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh 

pemerintah Jepang dan diketuai oleh DR.K.R.T Radjiman 
Wedyodiningrat berjumlah 67 orang.

11.	 a.	 perwujudan demokrasi
	 Pembahasan:
	 Perbedaan pendapat ketika merumuskan dasar negara 

dalam sidang BPUPKI merupakan hal biasa karena 
perwujudan demokrasi.

	 Demokrasi merupakan sistem yang dipilih rakyat 
Indonesia melalui kesepakatan para pemimpin di awal 
kemerdekaan.  Ciri-ciri Negara Demokrasi sendiri seperti 
telah kita ketahui bersama, merupakan sistem bernegara 
yang menyerahkan kedaulatan di tangan rakyatnya.  
Apapun keputusan penyelenggara pemerintah, rakyat 
menentukan.  Rakyat dapat menentukan langsung pilihan 
/ keputusannya atau dapat melalui lembaga-lembaga 
negara yang mewakili suara mereka.

	 Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila, yang 
berbeda dengan sistem negara lain.  Demokrasi ini 
berpedoman kepada lima sila Pancasila sebagai dasar 
negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi / sumber 
dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia / 
sumber hukum tertinggi.  Oleh karena itu, sesuai sistem 
demokrasi Pancasila semua sistem kehidupan berbangsa 
dan bernegara diatur di dalamnya.  Di dalam konstitusi 
lengkap berisi sistem pemerintahan, bentuk negara, 
pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, lembaga-
lembaga negara, dan perlindungan terhadap hak asasi 
manusia.

12.	 a.	 memutuskan untuk mengganti rancangan sila 
pertama

	 Pembahasan:
	 Demi persatuan dan kesatuan bangsa, ketika terjadi 

perbedaan pendapat tentang rancangan sila pertama 
dari dasar Negara  Indonesia, jalan yang ditempuh para 
pemimpin bangsa adalah memutuskan untuk mengganti 
rancangan sila pertama.

13.	 c.	 norma
	 Pembahasan:
	 Norma adalah Aturan atau kaidah yang berisi petunjuk 		

hidup yang harus ditaati oleh manusia.
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14.	 d.	 norma agama
	 Pembahasan:
	 Norma agama adalah norma yang berasal dari Tuhan Yang 

Maha Esa dan sanksi bagi pelanggar akan mendapatkan 
dosa.

15.	 b.	 hati nurani
	 Pembahasan:
	 Norma Kesusilaan adalah aturan sosial yang mengatur 

tentang cara manusia berperilaku secara umum yang 
bersumber dari hati nurani manusia itu sendiril.

	 Dalam norma kesusilaan tidak terdapat sanksi yang tegas 
seperti halnya norma hukum. Namun, mereka yang 
melanggar norma kesusilaan tetap mendapat sanksi yang 
sifatnya individual, yaitu rasa malu.

	 Norma kesusilaan terdiri dari dua kata, yaitu:
	 Norma; aturan atau pedoman untuk mengatur
	 Kesusilaan; sikap atau peraturan hidup
	 Sehingga definisi norma kesusilaan dapat juga diartikan 

sebagai peraturan sosial yang bersumber dari hati nurani 
manusia yang membentuk akhlak seseorang.

	 Karena bersumber dari hati nurani, maka norma 
kesusilaan tidak tertulis dan pelaksaaannya dilakukan 
manusia berdasarkan hati nuraninya. Norma kesusilaan 
juga disebut sebagai norma moral, sehingga mereka yang 
melanggar norma kesusilaan disebut sebagai orang yang 
tidak bermoral atau asusila.

16.	 a.	 dikucilkan masyarakat
	 Pembahasan: 
	 Seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan 

mendapat sanksi berupa dijauhi oleh masyarakat , rasa 
malu , penyesalan.

17.	 b.	 kesopanan
	 Pembahasan:
	 Norma kesopanan adalah serangkaian aturan tentang 

tingkat laku yang bersumber dari budaya, adat istiadat, 
atau tradisi di suatu wilayah yang berkembang dalam 
pergaulan anggota masyarakat dan dianggap sebagai 
tuntunan dalam berinteraksi antar sesama.

	 Norma kesopanan atau sopan santun bersifat relatif 
karena setiap tempat, lingkungan, dan waktu memiliki 
kategori norma kesopanannya sendiri. Sesuai dengan 
pengertian norma kesopanan di atas, maka norma ini 
wajib diimplementasikan untuk mendapatkan keteraturan 
di dalam masyarakat.

	 Berikut ini adalah beberapa contoh norma kesopanan yang 
sering berlaku di berbagai tempat, yaitu:

	 a.	 Membuang sampah pada tempatnya
	 b.	 Makan dengan menggunakan tangan kanan
	 c.	 Menghargai dan menghormati orang yang lebih tua
	 d.	 Menyapa/ memberi salam pada orang lain sebagai 	

	 bentuk keramahan
	 e.	 Bertutur kata baik dan tidak kasar pada orang lain
	 f.	 Memberikan tempat duduk di kendaraan umum 		

	 bagi orang tua dan ibu hamil
18.	 a.	 kebiasaan dalam masyarakat
	 Pembahasan:
	 Norma kesopanan adalah serangkaian aturan tentang 

tingkat laku yang bersumber dari budaya, adat istiadat, 
atau tradisi di suatu wilayah yang berkembang dalam 
pergaulan anggota masyarakat dan dianggap sebagai 
tuntunan dalam berinteraksi antar sesama.

19.	 c.	 meningkatkan iman dan takwa menurut 
keyakinannya

	 Pembahasan:

	 Untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap 
norma agama, maka setiap pemeluk agama harus 
meningkatkan iman dan takwa menurut keyakinannya.

20.	 d.	 Ibu
	 Pembahasan:
	 Matrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur 

alur keturunan berasal dari pihak ibu. Kata ini seringkali 
disamakan dengan matriarkhat atau matriarkhi, meskipun 
pada dasarnya artinya berbeda. Matrilineal berasal dari 
dua kata bahasa Latin, yaitu mater yang berarti ibu, dan 
linea yang berarti garis. Jadi, matrilineal berarti mengikuti 
garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu.

	 Sementara itu matriarkhat berasal dari dua kata bahasa 
Yunani, yaitu mater yang berarti ibu, dan archein yang 
berarti memerintah. Jadi, matriarkhi berarti kekuasaan 
berada di tangan ibu atau pihak perempuan.

	 Penganut adat matrilineal adalah:
	 Suku Indian di Apache Barat
	 Suku Khasi di Meghalaya, India Timur Laut
	 Suku Nakhi di provinsi Sichuan dan Yunnan, Tiongkok
	 Suku Minangkabau di Sumatera Barat
	 Penduduk asli Amerika Serikat: Suku Navajo, sebagian 

besar suku Pueblo, suku Crow, dan lain-lain.
	 Beberapa suku kecil di kepulauan Asia Pasifik
	 Lawan dari matrilineal adalah patrilineal yaitu suatu adat 

masyarakat yang menyatakan alur keturunan berasal 
dari pihak ayah. Penganut adat patrilineal di Indonesia 
sebagai contohnya adalah suku Batak, suku Rejang, dan 
suku Gayo.

	 Adat patrilineal lebih umum digunakan kelompok 
masyarakat dunia dibandingkan matrilineal yang lebih 
jarang penggunaannya.

21.	 c.	 kesopanan
	 Pembahasan:
	 Norma kesopanan adalah serangkaian aturan tentang 

tingkat laku yang bersumber dari budaya, adat istiadat, 
atau tradisi di suatu wilayah yang berkembang dalam 
pergaulan anggota masyarakat dan dianggap sebagai 
tuntunan dalam berinteraksi antar sesama.

	 Norma kesopanan atau sopan santun bersifat relatif 
karena setiap tempat, lingkungan, dan waktu memiliki 
kategori norma kesopanannya sendiri. Sesuai dengan 
pengertian norma kesopanan di atas, maka norma ini 
wajib diimplementasikan untuk mendapatkan keteraturan 
di dalam masyarakat.

	 Berikut ini adalah beberapa contoh norma kesopanan yang 
sering berlaku di berbagai tempat, yaitu:

	 a.	 Membuang sampah pada tempatnya
	 b.	 Makan dengan menggunakan tangan kanan
	 c.	 Menghargai dan menghormati orang yang lebih tua
	 d.	 Menyapa/ memberi salam pada orang lain sebagai 	

	 bentuk keramahan
	 e.	 Bertutur kata baik dan tidak kasar pada orang lain
	 f.	 Memberikan tempat duduk di kendaraan umum 		

	 bagi orang tua dan ibu hamil
22.	 b.	 menggunakan tangan kanan saat menerima sesuatu
	 Pembahasan:
	 Berikut ini adalah beberapa contoh norma kesopanan yang 

sering berlaku di berbagai tempat, yaitu:
	 a.	 Membuang sampah pada tempatnya
	 b.	 Makan dengan menggunakan tangan kanan
	 c.	 Menghargai dan menghormati orang yang lebih tua
	 d.	 Menyapa/ memberi salam pada orang lain sebagai 	

	 bentuk keramahan
	 e.	 Bertutur kata baik dan tidak kasar pada orang lain
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	 f.	 Memberikan tempat duduk di kendaraan umum 		
	 bagi orang tua dan ibu hamil

23.	 a.	 dibuat untuk kepentingan rakyat miskin
	 Pembahasan:
	 Ciri-ciri norma hukum:
	 a.	 Bersumber dari lembaga resmi milik pemerintah 
	 b.	 Bersifat memaksa, tegas melarang. 
	 c.	 Terdapat sanksi hukuman yang berupa denda,  		

	 hukuman fisik, atau pidana.
24.	 b.	 memerhatikan hak dan kewajiban serta saling 

menghargai
	 Pembahasan:
	 Norma kehidupan masyarakat yang selaras, serasi, dan 

seimbang dapat dicapai apabila masyarakat memerhatikan 
hak dan kewajiban serta saling menghargai

25.	 a.	 kurangnya kesadaran mematuhi  peraturan lalu 
lintas

	 Pembahasan:
	 Banyaknya kecelakaan lalu lintas di jalan raya karena 

adanya kurangnya kesadaran mematuhi  peraturan lalu 
lintas

B.	 Isian
1.	 Mempelajari, menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal 

yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, 
tata pemerintahan, dan hal-hal penting yang diperlukan 
dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka.

2.	 29 Mei 1945, dan berlangsung sampai dengan tanggal 1 
Juni 1945.

3.	 membahasa bentuk negara Indonesia
4.	 Muhammad Yamin
5.	 Mr.Muhammad Yamin
6.	 untuk memelihara ketertiban dan melindungi kepentingan 

orang dalam pergaulan hidup di masyarakat.
7.	 agama
8.	 kesusilaan
9.	 dikucilkan di masyarakat
10.	 hukum
C.	 Uraian
1.	 a.	 Ir, soekarno 
	 b.	 Drs.MOH hatta
	 c.	 Mr.A.A.MARAMIS
	 d.	 Mr,achmad soebardjo
	 e.	 Mr.moh yamin
	 f.	 K.H wachid hasjim
	 g.	 H.AGOES SALIM
	 h.	 ABDOEL KAHAR MUZAKHIR
	 i.	 ABIKOESNO TJOKROSOEJOSO
2.	 Wujud upaya Bung Hatta dalam rangka menyempurnakan 

makna sila pertama adalah dengan menyampaikan usulan 
agar bunyi sila pertama diubah. 

3.	 a.	 Peri Kebangsaan;
	 b.	 Peri Kemanusiaan;
	 c.	 Peri Ketuhanan;
	 d.	 Peri Kerakyatan; dan
	 e.	 Kesejahteraan Rakyat
4. 	 a.	 Soekarno (ketua)
	 b.	 Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
	 c.	 Mr. Achmad Soebardjo (anggota)
	 d.	 Mr. Mohammad Yamin (anggota)
	 e.	 KH. Wahid Hasjim (anggota)
	 f.	 Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
	 g.	 Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)

	 h.	 H. Agus Salim (anggota)
	 i.	 Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
5. 	 Mr.Muhammad Yamin, Ir Soekarno, dan Dr.Soepomo
6.	  untuk memelihara ketertiban dan melindungi kepentingan 

orang dalam pergaulan hidup di masyarakat.
7.	 Norma agama adalah petunjuk hidup yang berasal dari 

Tuhan yang disampaikan melalui utusan-Nya yang berisi 
perintah, larangan dan anjuran-anjuran.

8.	 Seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan 
mendapat sanksi berupa dijauhi oleh masyarakat , rasa 
malu , penyesalan.

9.	 Meluruskan, Karena belum tentu yg kita hakimi sendiri 
itu,dia yg melakukan kesalahan ,untuk lebih baiknya 
serahkan pada pihak yang berwajib

10.	 Ius constitutum artinya hukum yang berlaku saat ini atau 
hukum yang telah ditetapkan (hukum positif). Sedangkan, 
ius constituendum berarti hukum yang dicita-citakan atau 
yang diangan-angankan di masa mendatang.

Perbaikan
A.	 Pilihan Ganda
1.	 d.	 teladani
2.	 c.	 Soekarno
	 d.	 Mohammad Hatta
3.	 a.	 Tuhan Yang Maha Esa
4.	 c.	 1 Juni 1945
5 .	 b. 	 norma
6.	 a.	 kesadaran hukum
7.	 b.	 dicela dan dicemoohkan
8.	 b.	 kesopanan
9.	 d.	 hukum
10.	 d.	 ketertiban
B.	 Uraian
1.	 Semangat dan Komitmen para pendiri bangsa sudah 

tercermin dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 
tepatnya pada nilai yang terkandung dalam Pancasila.  
Semangat Nasionalisme dan Patriotisme, dan Komitmen 
untuk mempertahankan Kemerdekaan RI 

2.	

Aspek Pembeda BPUPKI PPKI
Waktu Pembentukan 1 Maret 1945 7 Agustus 1945

Kepanjangan Badan Penyel id ik 
U s a h a - U s a h a 
P e r s i a p a n  
K e m e r d e k a a n 
Indonesia

Pani t ia  Pers iapan 
K e m e r d e k a a n 
Indonesia

Tugas utama Mempersiapkan hal-
hal penting mengenai 
tata pemerintahan 
Indonesia merdeka

Melanjutkan hasil 
kerja BPUPKI dan 
m e m p e r s i a p k a n 
p e m i n d a h a n 
kekuasaandari pihak 
Jepang kepada bangsa 
Indonesia

Alasan pembentukan Mempersiapkan hal-
hal penting mengenai 
tata pemerintahan 
Indonesia merdeka

Melanjutkan hasil 
kerja BPUPKI dan 
m e m p e r s i a p k a n 
p e m i n d a h a n 
kekuasaandari pihak 
Jepang kepada bangsa 
Indonesia

Hasil Menyusun rancangan 
UUD bagi  negara 
Indonesia merdeka

M e r e s m i k a n  d a n 
mensyahkan Undang-
U n d a n g  D a s a r 
1945  (membentuk 
pemerintahan RI)
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Keanggotaan terdiri dari kurang 
lebih 67 orang yang 
terdiri  dari  tokoh 
utama pergerakan 
nasional serta 7 orang 
Jepang.

terdiri dari 21 orang 
Indonesia

Keterlibatan Jepang Jepang terlihat dalam 
keanggotaan BPUPKI  
untuk mengawasi 
pelaksanaan kegiatan.

semua diserahkan 
k e p a d a  r a k y a t 
Indonesia sehingga 
t i d a k  t e r d a p a t 
keterlibatan Jepang.

3.	 22 Juni 1945
4.	 a.	 Tegas
	 b.	 Tidak mudah terpengaruh oleh orang asing
	 c.	 Selalu bersikap bijaksana
	 d.	 Adil dalam bertindak,dan tidak membeda-			 

	 bedakan setiap orang terutama warga indonesia.
	 e.	 Berani berpendapat untuk memerdekakan 			 

	 Indonesia dan ingin membuat indonesia jadi maju.
5.	 Panitia Sembilan adalah panitia yang dibentuk oleh 

BPUPKI dengan beranggotakan sembilan orang yang 
memiliki bertugas merumuskan "dasar negara" Indonesia 
yang tercantum dalam UUD 1945.

	 Panitia Sembilan dibentuk pada 1 Juni 1945. Adapun 
anggota Panitia Sembilan adalah sebagai berikut:

	 a.	 Ir. Soekarno (ketua)
	 b.	 Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
	 c.	 Mr. Achmad Soebardjo (anggota)
	 d.	 Mr. Mohammad Yamin (anggota)
	 e.	 KH. Wahid Hasjim (anggota)
	 f.	 Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
	 g.	 Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)
	 h.	 H. Agus Salim (anggota)
	 i.	 Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
6.	 Norma agama, morma kesusilaan, norma kesopanan, 

norma hukum
7.	 Norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara memiliki arti penting sebagai pedoman 
bertingkah laku dan sebagai sistem pengendalian sosial. 
Dengan begitu, maka kerukunan dalam bermasyarakat 
dapat terjaga, sehinga kata disintegrasi tidak akan dialami 
oleh negara ini.

8.	 a.	 Norma kesusilaan adalah peraturan hidup 			 
	 yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma 	
	 ini menentukan mana yang baik dan mana 			 
	 yang buruk.

	 b.	 Norma kesopanan adalah ketentuan hidup yang 		
	 bersumber dari pergaulan masyarakat. Norma ini 		
	 didasari oleh beberapa hal diantaranya yaitu 		
	 kebiasaan, kepatutan, kepantasan yang 			 
	 berlaku dalam masyarakat.

	 c.	 Norma agama adalah ketentuan hidup yang 		
	 bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Isinya 		
	 berupa perintah-perintah, ajaran, dan 				  
	 larangan.

	 d.	 Norma hukum adalah ketentuan yang dibuat 		
	 oleh pejabat yang berwenang yang memiliki 		
	 sifat memaksa untuk melindungi kepentingan 		
	 manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat 		
	 dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat.

9.	 Norma Agama : sumber dari Tuhan Yang Maha Esa 
sanksinya berdosa.

	 Norma Kesusilaan : sumber dari suara hati sanubari 
manusia akibat pelanggaran norma kesusilaan adalah 
penyesalan.

	 Norma Kesopanan : sumber dari Masyarakat, sanksinya 

diejek dan dikucilkan oleh masyarakat .Norma Hukum : 
sumber dari UUD 1945, sanksinya didenda/dipenjara 

10.	 a.	 Mentaati peraturan yang berlaku di lingkungan 
tersebut.

	 b.	 Menghormati sesama tetangga. 
	 c.	 Tidak melalukan intimidasi terhadap sesama
Pengayaan
Kreativitas siswa dan kebijaksanaan guru

Bab 3 
Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945
A. 	 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945
Tugas Mandiri
Kreativitas siswa (kebijaksanaan guru)

Tugas Kelompok
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan oleh 
PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945. 
10 Juli 1945
Naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI, pada 
masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Dalam 
sidang ini dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota 19 
orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Kemudian panitia ini 
membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Soepomo 
dengan anggota terdiri atas Wongsonegoro R.Soekardjo, 	
A.A. Maramis, Panji Singgih, H.Agus Salim, dan Sukiman.
13 Juli 1945
Panitia Kecil Perancang UUD, menyepakati ketentuan 
tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk Panitia Penghalus 
Bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan Soepomo. 
Rancangan UUD diserahkan kepada Panitia Penghalus Bahasa.
14 Juli 1945
BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda “Pembicaraab 
tentang Pernyataan Kemerdekaan”. Panirian Perancangan 
UUD melaporkan hasl, bahwa pasal-pasal dalam rancangan 
UUD berjumlah 42 pasal, dengan 5 pasal masuk aturan 
peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai 
aturan tambahan.
15 Juli 1945
Acara “Pembahasan Rancangan UUD”. Ketua: Ir. Soekarno, 
ditanggapi Moh.Hatta. Soepomo sebagai Panitia Kecil Perancang 
UUD, diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan 
terhadap naskah UUD.
16 Juli 1945
Akhirnya naskah UUD diterima dengan suara bulat pada 
sidang BPUPKI.
Tugas BPUPKI selesai.

B. 	 Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 bagi Bangsa dan Negara Indonesia

Tugas Mandiri
Kreativitas siswa (kebijaksanaan guru)
Tugas Kelompok
Kreativitas siswa (kebijaksanaan guru)

C. 	 Peran Tokoh Perumus UUD 1945
Tugas Mandiri
Kreativitas siswa (kebijaksanaan guru)

Tugas Kelompok
Kreativitas siswa (kebijaksanaan guru)
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Uji Kompetensi Akhir Bab

A.	 Pilihan Ganda
1.	 d.	 pembukaan dan pasal-pasal
	 Pembahasan: 
	 Sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

sebelum perubahan adalah:
	 1.	 Pembukaan,terdiri dari 4 alinea
	 2.	 Batang tubuh,terdiri dari 16 bab,37 pasal,4 pasal 		

	 aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan
	 3.	 Penjelasan,terdiri dari penjelasan umum dan pasal 	

	 demi pasal 
	 Sistematika setelah perubahan UUD adalah:
	 1.	 Pembukaan, terdiri dari 4 alinea
	 2.	 Pasal-pasal,terdiri dari 21 bab,73 pasal,3 pasal 		

	 aturan peralihan,2 ayat aturan tambahan.
2.	 c.	 Bunyi sila ketiga menjadi Persatuan Indonesia
	 Pembahasan:
	 Setelah proklamasi, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI 

mengadakan sidang di bekas Gedung Road van Indie di 
Jalan Pejambon – Jakarta .

	 Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945
	 Sebelum disahkan, terdapat perubahan dalam UUD 1945, 

yaitu:
	 1. Kata Muqaddimah diganti dengan kata Pembukaan . 

2. Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat Ketuhanan, 
dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya diganti dengan Ketuhanan yang Maha Esa . 
3. Terkait perubahan poin Kedua, maka pasal 29 ayat 1 
dari yang semula berbunyi: “Negara berdasarkan atas 
Ketuhananan, dengan kewajiban menjalankan Syariat 
Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi 
berbunyi: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang 
Maha Esa”.

	 4. Pada Pasal 6 Ayat (1) yang semula berbunyi Presiden 
ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti

3.	 c.	 mengutamakan kepentingan pribadi  dan 
kelompoknya 

	 Pembahasan:

	 Keteladanan dari para tokoh perumus dasar Negara dapat 
diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sikap:

	 a.	 meningkatkan iman 

	 b.	 rela berkorban

	 c.	 semangat nasionalisme

4.	 d.	 konstitusi

	 Pembahasan:

	 a. 	 konvensi adalah aturan yang tidak tertulis, 
dilakukan secara berulang-ulang, serta diterima sebagai 
suatu hukum.

	 b. 	 konspirasi adalah persekongkolan sekelompok 
orang dalam merencanakan sebuah kejahatan yang 
dilakukan dengan rapi dan sangat dirahasiakan.

	 c. 	 konferensi adalah rapat atau pertemuan untuk 
berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu 
masalah yang dihadapi bersama.

	 d. 	 konstitusi adalah Undang-undang Dasar atau 
disingkat UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem 

politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara—
biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis.

5.	 b.	 pembukaan UUD 1945 merupakan penjabaran 
terperinci dari proklamasi

	 Pembahasan:

	 Proklamasi kemerdekaan mempunyai hubungan yang 
erat, tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan 
dengan Undang-Undang Dasar 1945 terutama bagian 
Pembukaan UUD 1945. Proklamasi kemerdekaan dengan 
Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kesatuan yang 
bulat. Apa yang terkandung dalam Pembukaan UUD 
1945 merupakan suatu amanat yang luhur dan suci dari 
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. 

6.	 a.	 konvensi

	 Pembahasan: 

	 Konvensi adalah aturan yang tidak tertulis, dilakukan 
secara berulang-ulang, serta diterima sebagai suatu 
hukum.

7.	 b.	 UUD

	 Pembahasan:

	 Pada tanggal 18 Agustus 1945 ppki telah menetapkan 
dan mengesahkan konstitusi pertama bangsa Indonesia 
konstitusi yang di maksud adalah UUD.

8.	 a.	 persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia

	 Pembahasan:

	 Penetapan dan pengesahan UUD 1945 merupakan 
sebuah hasil kesepakatan bangsa Indonesia yang duduk 
di BPUPKI. Mereka berasal dari berbagai daerah dan 
golongan yang ada. Dengan demikian, UUD 1945 
merupakan wujud persatuan dan kesatuan bangsa 
Indonesia. 

9.	 a.	 dasar negara

	 Pembahasan:

	 Pembukaan UUD 1945 terkandung pokok-pokok kaidah 
negara yang fundamental. Secara konkret pokok-pokok 
kaidah negara yang fundamental itu adalah dasar negara 
Pancasila.

10.	 b.	 tujuan negara

	 Pembahasan:

	 Bangsa Indonesia bertekat untuk tidak mengubah 
Pembukaan UUD 1945 karena mengubah Pembukaan 
UUD 1945 Negara RI  Tahun 1945 pada hakikatnya 
mengubah:

	 a.	 Tujuan Nasional Bangsa Indonesia

	 b.	 Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia

	 Atau bisa diartikan memecah belah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia [NKRI]
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11.	 d.	 memuat prinsip dan tujuan negara

	 Pembahasan:

	 UUD mempunyai kedudukan yang tinggi di Indonesia 
karena memuat prinsip dan tujuan negara.

12.	 a.	 pertama

	 Pembahasan:

	 Bunyi Pembukaan UUD 1945 alinea pertama adalah Bahwa 
sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa 
dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus 
dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan 
dan perikeadilan.

13.	 a.	 telah mencapai kemerdekaa

	 Pembahasan:

	 Bunyi Pembukaan UUD 1945 alinea kedua adalah: Dan 
perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah 
sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat 
sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu 
gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, 
bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

14.	 d.	 kemerdekaan yang diperolehitu hanya semata-mata 
hasil perjuangan bangsa Indonesia

	 Pembahasan:

	 Isi yang terkandung dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 

1945 adalah:

	 a.	 Kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah Yang 		

	 Maha Kuasa dan didorongkan keinginan luhur 		

	 bangsa Indonesia

	 b. 	 Tercapainya kemerdekaan itu didorong oleh 		

	 motivasi spiritual antara perjuangan  dan 			 

	 kekuasaan Allah Yang Maha Kuasa

	 c.	 Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata 		

	 hasil 	perjuangan bangsa Indonesia saja

	 Bunyi Pembukaan UUD 1945 aline ketiga adalah: Atas 

berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan 

didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan 

kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia 

menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

15.	 a.	 hukum dasar yang berlaku

	 Pembahasan:

	 Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber 
hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di 
Indonesia. Produk-produk hukum seperti undang-
undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden, 
dan lain-lainnya, bahkan setiap tindakan atau kebijakan 
pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada 
peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya harus 
dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

UUD 1945.

16.	 b.	 asas politik luar negeri yang bebas aktif

	 Pembahasan:

	 Bunyi Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah: 

	 Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu 
pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan 
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang 
Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu 
susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 
rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha 
Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan 
Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta 
dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia.

17.	 b.	 dasar negara

	 Pembahasan:

	 Bunyi Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah: 

	 Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu 
pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan 
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang 
Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu 
susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 
rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha 
Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan 
Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta 
dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia.

18.	 d.	 diteruskan cita-citanya untuk kepentingan bangsa 
dan negara

	 Pembahasan:

	 Bentuk penghargaan terhadap para pahlawan bangsa 
dapat diwujudkan dengan cara diteruskan cita-citanya 
untuk kepentingan bangsa dan negara.

19.	 b.	 pembukaan UUD 1945 merupakan uraian terinci 
dari Proklamasi Kemerdekaan

	 Pembahasan:
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	 Proklamasi kemerdekaan mempunyai hubungan yang 
erat, tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan 
dengan Undang-Undang Dasar 1945 terutama bagian 
Pembukaan UUD 1945. Proklamasi kemerdekaan dengan 
Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kesatuan yang 
bulat. Apa yang terkandung dalam Pembukaan UUD 
1945 merupakan suatu amanat yang luhur dan suci dari 
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. 

20.	 c.	 negara yang berkedaulatan rakyat

	 Pembahasan:

	 Pokok-pokok pikiran adalam Pembukaan UUD 1945 
adalah:

	 1.    Pokok pikiran pertama: 

	 Negara begitu bunyinya ‘melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan 
berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ dalam pengertian 
ini diterima pengertian negara persatuan, negara yang 
melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. 

	 Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi 
segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian 
ini menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa 
Indonesia, seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang 
tidak boleh dilupakan. Rumusan ini menunjukkan pokok 
pikiran ‘persatuan’ dengan pengertian yang lazim, negara, 
penyelenggara negara dan setiap warganegara wajib 
mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan 
golongan ataupun perseorangan.

	 2.    Pokok pikiran kedua, 

	 Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat, ini merupakan pokok pikiran ‘keadilan 
sosial’ yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia 
Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama 
untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan 
masyarakat.

	 3.    Pokok pikiran ketiga, 

	 Yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, negara 
yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan 
dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem 
negara yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar 
harus berdasarkan kedaulatan rakat dan berdasar asas 
pemusyawaratan perwakilan. Aliran ini sesuai dengan 
sifat masyarakat Indonesia, pokok pikiran ‘kedaulatan 
rakyat’ yang menyatakan kedaulatan di tangan rakyat 
dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat. 

	 Namun hasil amandemen UUD 1945 yang tercantum 
dalam Pasal 6A ‘Presiden dan Wakil Presiden dipilih 
dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat’. Hal 

ini membuktikan bahwa ada perubahan kedaulatan rakyat 
yang tadinya dilakukan sepenuhnya oleh MPR, khusus 
untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilakukan 
sendiri oleh seluruh rakyat Indonesia.

	 4.    Pokok pikiran keempat 

	 Yang terkandung dalam “Pembukaan “ negara berdasarkan 
Ketuhan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusia yang 
adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang 
Dasar harus mengandung isi mewajibkan pemerintah 
dan penyelenggara negara yang lain untuk memlihara 
budi pekerti kemanusia yang luhur. Hal ini menegaskan 
pokok pikiran “Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Dasar 
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, ini membuktikan 
bahwa pokok pikiran ini merupakan dasar falsafat negara 
Pancasila.

21.	 c.	 pemerintahan yang sah dan berdaulat

	 Pembahasan:

	 Saat itu Indonesia sedang dijajah Jepang, jadi Indonesia 
tidak perlu pengakuan dari Belanda, karena Belanda 
sudah tidak menjajah Indonesia dan secara deklaratif ada 
Mesir disusul negara lain Palestina, Arab Saudi dan negara 
lainnya yang mengakui kemerdekaan Indonesia, sidang 
PPKI 18 Agustus menetapkan UUD, memilih presiden 
dan wakil, KNIP , jadi jawabannya adalah pemerintahan 
yang sah dan berdaulat.

22.	 b.	 pemerintahan Indonesia dijalankan berdasarkan 
hukum

	 Pembahasan:

	 Sistem pemerintahan Negara Indonesia adalah 
berdasarkan konstitusional. Hal ini berarti pemerintahan 
Indonesia dijalankan berdasarkan hukum.

23.	 a.	 mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa

	 Pembahasan:

	 Sikap positif yang harus diwujudkan untuk meneladani 
suasana kebatinan proses perumusan konstitusi pertama 
adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa

24.	 a.	 menjunjung dan melaksanakan hukum yang berlaku

	 Pembahasan:

	 Perilaku positif warga negara terhadap pelaksanaan nilai-
nilai konstitusi dapat dilakukan dengan cara menjunjung 
dan melaksanakan hukum yang berlaku

25.	 d.	 membayar pajak tepat waktu

	 Pembahasan:

	 Bunyi Pasal 33 UUD 1945

	 Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 menyatakan 'Perekonomian 
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan'. 
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	 Sedangkan Pasal 33 Ayat 2 menyatakan 'Cabang-cabang 
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara'. 
Sementara Pasal 33 Ayat 3 'Bumi dan air dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat'.

B.	 Isian
1.	 UUD 1945
2.	 MPR
3.	 fleksibel
4.	 parlementer
5.	 latin
6.	 bentuknya sebagai naskah tertulis merupakan undang-

undang yang berlaku dalam suatu negara
7.	 rigid/kaku
8.	 KKN
9.	 tata urutan perundang-undangan
10.	 MPR

C.	 Uraian
1.  	 Karena disesuaikan dengan dinamika perkembangan 

masyarakat.
2.	 a.	 Adanya perubahan resmi
	 b.	 Adanya penafsiran hukum
	 c.	 Adanya kebiasaan ketatanegaraan / konvensi.
3.	 Dimulai dengan munculnya gagasan atau ide dari 

masyarakat. Ide itu berhubungan keinginan agar suatu 
masalah diatur oleh hukum dalam peraturan perundang-
undangan. Misalnya, masyarakat meng-inginkan adanya 
peraturan tentang judi agar dapat membuat ketertiban 
serta moral masyarakat terlindungi. 

4.  	 a.    Pokok pikiran pertama: 

	 Negara begitu bunyinya ‘melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan 
berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ dalam pengertian 
ini diterima pengertian negara persatuan, negara yang 
melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. 

	 Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi 
segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian 
ini menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa 
Indonesia, seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang 
tidak boleh dilupakan. Rumusan ini menunjukkan pokok 
pikiran ‘persatuan’ dengan pengertian yang lazim, negara, 
penyelenggara negara dan setiap warganegara wajib 
mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan 
golongan ataupun perseorangan.

	 b.    Pokok pikiran kedua, 

	 Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat, ini merupakan pokok pikiran ‘keadilan 
sosial’ yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia 
Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama 
untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan 
masyarakat.

5.	 Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 
4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam 
Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR: 

	 a.	 Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 
1999 --> Perubahan Pertama UUD 1945

	 b.	 Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 
2000 --> Perubahan Kedua UUD 1945

	 c.	 Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 
2001 --> Perubahan Ketiga UUD 1945

	 d.	 Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 
2002 --> Perubahan Keempat UUD 19456.	

6.  	 Sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sebelum perubahan adalah:

	 1.	 Pembukaan,terdiri dari 4 alinea
	 2.	 Batang tubuh,terdiri dari 16 bab,37 pasal,4 pasal 		

	 aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan
	 3.	 Penjelasan,terdiri dari penjelasan umum dan pasal 	

	 demi pasal 
	 Sistematika setelah perubahan UUD adalah:
	 1.	 Pembukaan, terdiri dari 4 alinea
	 2.	 Pasal-pasal,terdiri dari 21 bab,73 pasal,3 pasal 		

	 aturan peralihan,2 ayat aturan tambahan.
7.	 a.	 Melindungi segenap bangsa Indonesia dan 			 

	 seluruh tumpah darah Indonesia.
	 b.	 Untuk memajukan kesejahteraan umum.
	 c. 	 Mencerdaskan kehidupan bangsa.
	 d.	 Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 			 

	 berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 	
	 keadilan sosial

8.	 Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 
angka I dinyatakan bahwa: “ Undang-undang Dasar 
suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar 
Negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar 
yang tertulis, sedang disampingnya Undang-Undang 
Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, 
ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara 
dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak 
tertulis.

	 Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, pengertian 
kata Undang-Undang Dasar menurut UUD 1945, 
mempunyai pengertian yang lebih sempit daripada 
pengertian hukum dasar, Karena yang dimaksud 
Undang-undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, 
sedangkan pengertiann hukum dasar mencakup juga 
hukum dasar yang tidak tertulis. .

9.	 a.	 Bersikap adil dan bertanggung jawab.
	 b.	 Ikut menjaga keamanan dilingkungan setempat.
	 c.	 Bersama-sama membangun kehidupan yang 		

	 damai nan rukun.
10.	 Belajar, musyawarah, diskusi kelompok. 

Perbaikan

1.	 c.	 Pancasila merupakan sumber dari segala sumber 
hukum

2.	 d.	 mencoba terbuka terhadap pendapat orang lain

3.	 c.	 hukum dasar negara

4.	 d.	 disahkan pula pancasila sebagai dasar negara

5.	 a.	 hukum dasar negara

6.	 b.	  landasan hukum dekrat presiden 5 juli 1959 , isi 
berlakunya kembali UUD 1945

7.	 a.	 hukum dasar  bagi penyelenggaraan pemerintahan
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8.	 a.	 dasar negara yang merupakan sumber dari segala 
sumber hukum

9.	 a.	 nilai-nilai pancasila yang sifatnya universal 
digunakan acuan bagi pembentuk peraturan perundang-
undangan di bawahnya

10.	 d.	  Ketetapan MPR nomor XVIII/MPR/1998

B.	 Uraian

1.	 Penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia 
berlandaskan hukum.

2.	 Penjajahan bertentangan dengan perikemanusiaan dan 
perikeadilan

3.	 Proklamasi kemerdekaan mempunyai hubungan yang 
erat, tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan 
dengan Undang-Undang Dasar 1945 terutama bagian 
Pembukaan UUD 1945. Proklamasi kemerdekaan dengan 
Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kesatuan yang 
bulat. Apa yang terkandung dalam Pembukaan UUD 
1945 merupakan suatu amanat yang luhur dan suci dari 
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. 

4.	 Yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, negara 
yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan 
dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem 
negara yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar 
harus berdasarkan kedaulatan rakat dan berdasar asas 
pemusyawaratan perwakilan. Aliran ini sesuai dengan 
sifat masyarakat Indonesia, pokok pikiran ‘kedaulatan 
rakyat’ yang menyatakan kedaulatan di tangan rakyat 
dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat. 

	 Namun hasil amandemen UUD 1945 yang tercantum 
dalam Pasal 6A ‘Presiden dan Wakil Presiden dipilih 
dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat’. Hal 
ini membuktikan bahwa ada perubahan kedaulatan rakyat 
yang tadinya dilakukan sepenuhnya oleh MPR, khusus 
untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilakukan 
sendiri oleh seluruh rakyat Indonesia.

5.	 Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan 
peraturan perundang-undangan.

6.	 Mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa
7.	 Membayar pajak tepat waktu
8.	 MPR
9.	 a.	 Melindungi segenap bangsa Indonesia dan 			 

	 seluruh tumpah darah Indonesia.
	 b.	 Untuk memajukan kesejahteraan umum.
	 c. 	 Mencerdaskan kehidupan bangsa.
	 d.	 Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 			 

	 berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 	
	 keadilan sosial

10.	 1.    Pokok pikiran pertama: 

	 Negara begitu bunyinya ‘melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan 
berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ dalam pengertian 
ini diterima pengertian negara persatuan, negara yang 
melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. 

	 Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi 
segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian 
ini menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa 
Indonesia, seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang 
tidak boleh dilupakan. Rumusan ini menunjukkan pokok 
pikiran ‘persatuan’ dengan pengertian yang lazim, negara, 
penyelenggara negara dan setiap warganegara wajib 
mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan 
golongan ataupun perseorangan.

	 2.    Pokok pikiran kedua, 

	 Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat, ini merupakan pokok pikiran ‘keadilan 
sosial’ yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia 
Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama 
untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan 
masyarakat.

Pengayaan
Kreativitas siswa dan kebijaksanaan guru.

Latihan Akhir Semester

A.	 Pilihan Ganda
1.	 b.	 merupakan masa depan bangsa Indonesia.
	 Pembahasan:
	 Jika hanya satu orang maka yang lain belum tentu 	
	 setuju dengan pendapat tersebut dan jika dirumuskan 	
	 secara berasamaan akan teciptalah rumusan yang 		
	 disetujui oleh semuanya

2.	 c. 	 mempersiapkan berbagai hal tentang 				  
		  kemerdekaan Indonesia
	 Pembahasan:
	 Tugas dari BPUPKI adalah mempelajari, menyelidiki 		
	 dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan 		
	 aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan 		
	 hal-hal penting yang diperlukan dalam usaha 			 
	 pembentukan negara Indonesia merdeka.

3.	 d. 	 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945
	 Pembahasan:

	 Pada tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan 
dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan 
BPUPKI yang pertama di gedung "Chuo Sangi In", yang 
pada zaman kolonial Belanda gedung tersebut merupakan 
gedung Volksraad (dari bahasa Belanda, semacam 
lembaga "Dewan Perwakilan Rakyat Hindia-Belanda" di 
masa penjajahan Belanda), dan kini gedung itu dikenal 
dengan sebutan Gedung Pancasila, yang berlokasi di 
Jalan Pejambon 6 – Jakarta. Namun masa persidangan 
resminya sendiri (masa persidangan BPUPKI yang 
pertama) diadakan selama empat hari dan baru dimulai 
pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 29 Mei 1945, 
dan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, 
dengan tujuan untuk membahas bentuk negara Indonesia, 
filsafat negara "Indonesia Merdeka" serta merumuskan 
dasar negara Indonesia.
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4.	 a.	 usulan dasar negara Indonesia
	 Pembahasan:
	 Pada tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan 

dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan 
BPUPKI yang pertama di gedung "Chuo Sangi In", yang 
pada zaman kolonial Belanda gedung tersebut merupakan 
gedung Volksraad (dari bahasa Belanda, semacam 
lembaga "Dewan Perwakilan Rakyat Hindia-Belanda" di 
masa penjajahan Belanda), dan kini gedung itu dikenal 
dengan sebutan Gedung Pancasila, yang berlokasi di 
Jalan Pejambon 6 – Jakarta. Namun masa persidangan 
resminya sendiri (masa persidangan BPUPKI yang 
pertama) diadakan selama empat hari dan baru dimulai 
pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 29 Mei 1945, 
dan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, 
dengan tujuan untuk membahas bentuk negara Indonesia, 
filsafat negara "Indonesia Merdeka" serta merumuskan 
dasar negara Indonesia.

5.	 b.	 (3) dan (4)  	
	 Pembahasan:
	 Usulan dari Mr.Muhammad Yamin adalah sebagai berikut.
	 a.	 Peri Kebangsaan;
	 b.	 Peri Kemanusiaan;
	 c.	 Peri Ketuhanan;
	 d.	 Peri Kerakyatan; dan
	 e.	 Kesejahteraan Rakyat

6.	 c.	 (3) dan (4)	

	 Pembahasan:
	 Panitia Sembilan dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945, 

diambil dari suatu Panitia Kecil ketika sidang pertama 
yaitu BPUPKI . Panitia Sembilan dibentuk setelah Ir. 
Soekarno memberikan rumusan Pancasila Adapun 
anggotanya adalah sebagai berikut:

	 1. Ir. Soekarno (ketua)
	 2. Drs.Mohammad Hatta (wakil ketua)
	 3. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
	 4. Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)
	 5. Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
	 6. H. Agus Salim (anggota)
	 7. Mr. Achmad Soebardjo (anggota)
	 8. Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota)
	 9. Mr. Mohammad Yamin (anggota)
7.	 a.	 Mr.Muhammad Yamin
	 Pembahasan:
	 Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin 

menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut 
Mr.Muhammad Yamin, dasar negara Indonesia adalah 
sebagai berikut.

	 a.	 Peri Kebangsaan;
	 b.	 Peri Kemanusiaan;
	 c.	 Peri Ketuhanan;
	 d.	 Peri Kerakyatan; dan
	 e.	 Kesejahteraan Rakyat
8.	 d.	 mempunyai dasar negara
	 Pembahasan:
	 Negara bagai bangunan jika pondasi kuat maka bangunan 

itu kuat.
9.	 c.	 yurisprudensi
	 Pembahasan:
	 Traktat adalah Yaitu perjanjian antar negara/perjanjian 

internasional/perjanjian yang dilakukan oleh dua negara 
atau lebih.

	 Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang 

terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim, 
dalam mengambil keputusannya.

	 Yurisprudensi adalah keputusan hakim yang selalu 
dijadikan pedoman hakim lain dalam memutuskan kasus-
kasus yang sama.

10.	 b.	 dikenakan sanksi yang tegas
	 Pembahasan:

	 Untuk tegaknya hukum, maka setiap pelanggar hukum 
harus dikenakan sanksi yang tegas.

11.	 d.	 hukum harus disepakati bersama
	 Pembahasan:

	 Syarat negara hukum :
	 1. Perlindungan hak-hak rakyat oleh pemerintah
	 2. Kekuasaan lembaga negara tidak absolut.
	 3. Berlakunya prinsip trias politica
	 4. Pemberlakuan check and balances.
	 5. Mekanisme pelaksanaan kelembagaan negara yang 

demokratis
	 6. Kekuasaan lembaga kehakiman yang bebas
	 7. Sistem pemerintahan yang transparan.
	 8. Adanya kebebasan Pers
	 9. Adanya keadialn dan kepastian hukum.
	 10. Akuntabilitas pemerintah dan pelaksanaan prinsip 

good governance.
12.	 a.	 tidak main hakim sendiri
	 Pembahasan:

	 Warga negara yang taat hukum tercermin dalam perilaku 
tidak main hakim sendiri.

13.	 a.	 pidana
	 Pembahasan:

	 Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-
peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang 
dan termasuk ke dalam tindak pidana.

	 Hukum asasi adalah hukum alam yaitu hukum yang 
berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk 
segala bangsa di dunia.

	 Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia 
yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan.

	 Hukum subjektif adalah hukum yang berlaku secara 
umum di suatu Negara dan tidak mengenal orang atau 
golongan tertentu maksudnya yaitu berlaku untuk seluruh 
masyarakat dalam suatu Negara, tidak hanya mengatur 
hubungan orang-orang tertentu saja.

14.	 a.	 pembebasan
	 Pembahasan:  

	 Seandainya satu orang dibebaskan dari norma dan 
hukum yang berjalan apakah orang seperti akan menjadi 
seseorang seperti orang yang mengetahui hukum dan nor 
ma? 

15.	  d.  	 mentaati tata tertib sekolah untuk kepentingan 
bersama

	 Pembahasan: 

	  Sebagai warga negara kita memiliki kedudukan yang 
sama di depan hukum dan wajib menjunjung tinggi 
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hukum yang berlaku. Sebagai seorang siswa, maka di 
sekolah sebaiknya berperilaku mentaati tata tertib sekolah 
untuk kepentingan bersama.

16.	 b.	 melaksanakan peraturan itu dengan  penuh 
tanggung jawab

	 Pembahasan:

	 Kehidupan yang tertib dan teratur di sekolah dapat 
diwujudkan dengan cara melaksanakan peraturan itu 
dengan penuh tanggung jawab.

17.	 d.	 konstitusi
	 Pembahasan:

	 Konstitusi adalah Undang-undang Dasar atau disingkat 
UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem politik 
dan hukum bentukan pada pemerintahan negara—
biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen.

	 Konvensi adalah aturan yang tidak tertulis, dilakukan 
secara berulang-ulang, serta diterima sebagai suatu 
hukum.

18.	 a.	 BPUPKI

	 Pembahasan:

	 BPUPKI dan penetapannya ditetapkan oleh PPKI 
pada tanggal  18 Agustus 1945,BPUPKI hanya 
merancangnya. 	

19.	 b.	 PPKI

	 Pembahasan:

	 Pada 18 Agustus 1945, untuk pertama kalinya, presiden 
dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Dalam masa 
peralihan ini kekuasaan presiden sangat besar karena 
seluruh kekuasaan MPR, DPR, dan DPA, sebelum lembaga 
itu terbentuk, dijalankan oleh presiden dengan bantuan 
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

20.	 c.	 Pembukaan UUD 1945

	 Pembahasan:

	 Cita-cita dan tujuan proklamasi kemerdekaan dituangkan 
di dalam Pembukaan UUD 1945.

21.	 b.	 persatuan dan kesatuan

	 Pembahasan:

	 Karena dengan bersatu kita akan mudah meraih apa yang 
kita inginkan.

22.	 d.	 adanya presiden dan wakil presiden

	 Pembahasan:

	 Pengertian negara menurut Aristoteles negara adalah 
persekutuan  dari  keluarga dan desa  guna  memperoleh  
hidup sebaik-baiknya syarat (unsur konstitutif) yaitu 
terdiri dari:

	 1.	 Rakyat merupakan sekumpulan orang yang 
disatukan oleh rasa persamaan yang secara bersama-sama 
berada di suatu wilayah tertentu.

	 2.	 Wilayah

	 Wilayah berupa daratan dan lautan maupun udara yang 
mempunyai batas alam seperti gunung, laut, pegunungan 
dan lain sebagainya. Sedangkan batas buatan adalah 
seperti tembok, Waduk buatan dan segala hal yang dibuat 
oleh manusia. Batas astronomi, batas perjanjian berupa 
Konvensi traktat contohnya hukum konvensional laut.

	 3.	 Pemerintah yang berdaulat

	 Pemerintah yang berdaulat mempunyai kekuasaan 
tertinggi untuk mengamankan mempertahankan 
mengatur serta melancarkan tata cara penyelenggaraan 
pemerintah pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh 
lembaga kekuasaan legislatif eksekutif dan yudikatif 
sedangkan dalam arti sempit meliputi kekuasaan eksekutif 
Unsur deklaratif.

23.	 a.	 pertama

	 Pembahasan:

	 Bunyi alinea pertama Pembukaan UUD 1945 adalah: 
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala 
bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas 
dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan 
perikemanusiaan dan perikeadilan.

24.	 d.	 5 Juli 1959 - sekarang

	 Pembahasan:

	 Periodisasi UUD: 

	 1.	 UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)  
2.	 Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)  
3.	 UUDS 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)  
4.	 Kembali ke UUD 1945 (5 Juli 1959 - Sekarang/
Amandemen) 

	 Berlakunya UUD yaitu pada periode (18 Agustus 1945 - 27 
Desember 1949) dan (5 Juli 1959 - sekarang) 

25.	 c.	 18 Agustus 1945

	 Pembahasan:

	 S e c a r a  y u r i d i s  f o r m a l ,  I n d o n e s i a  a d a  d a n 
sah sejak 18 Agustus 1945,  karena konstitusi 
juga disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. 

B.	 Isian
1.	 kemerdekaan Indonesia
2.	 28 Mei 1945
3.	 67
4.	 memperhatikan hak dan kewajiban serta saling mengargai
5.	 norma kesusilaan
6.	 mentaati dan tidak melanggar norma tersebut
7.	 Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah, karena 		
	 apabila diubah sama saja mengubah susunan hukum 		
	 dan pandangan hidup bangsa dan perjanjian luhur 		
	 bangsa Indonesia.
8.	 Pada alinea pertama terkandung suatu dalil objektif, 		
yaitu penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan 			
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	 dan perikeadilan. Dengan demikian, penjajahan harus 		
	 dihapus agar semua bangsa di dunia 					   
	 dapat mendapatkan 	 hak kemerdekaannya sebagai 		
	 bentuk penerapan dan penegakan hak asasi manusia. 
	 Selain itu juga terkandung pernyataan subjektif yaitu 	
	 partisipasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri 	
	 dari penjajahan
9.	 Pembukaan UUD 1945
10.	 UUD 1945
C.	 Uraian
1.	 67 orang
2.	 21 orang
3.	 Agar negara tersebut memiliki tujuan yang jelas dan arah 

kepemimpinannya terarah atau terpadu.
4.	 Akan berpengaruh pada masyarkat, bahkan memicu orang 

lain untuk melakukan pelanggaran yang sama
5.	 akan tercipta kerukunan, perdamaian, persatuan dan 

kesatuan bangsa
6.	 Beberapa contoh norma kesusilaan, antara lain sebagai 

berikut.
a.	 Selalu berkata jujur baik dalam perkataan maupun 

perbuatan.
b.	 Menghormati orang yang lebih tua.
c.	 Menghargai orang yang lebih muda.
d.	 Selalu meminta maaf jika melakukan kesalahan.
e.	 Selalu berkata hal-hal yang baik dan sopan.
f.	 Tidak mencemooh atau menghina orang lain.
g.	 Membantu orang yang kesusahan dan orang yang 

membutuhkan.
h.	 Tidak mengambil barang yang bukan miliknya.
i.	 Tidak menipu orang.
j.	 Tidak menggangu orang lain.
k.	 Mengembalikan hutang baik itu hutang kecil 

maupun hutang besar.
l.	 Tidak melakukan penipuan atau berbuat curang.

	 Sanksi Norma Kesusilaan
a.	 Dihujat oleh masyarakat.
b.	 Diasingkan dari komunitas.
c.	 Mendapat stigma negatif dari masyarakat.
d.	 Tidak dipercaya lagi oleh orang-orang.

7.	 a.	 Menerapkan nilai religius, bertakwa kepada 			
	 Tuhan Yang Maha Esa

	 b.	 Berjuang pantang menyerah
	 c.	 Mengutamakan kesatuan dan kesatuan, baik 		

	 dalam kelompok, dan sebagainya

8.	 Proklamasi kemerdekaan mempunyai hubungan yang 
erat, tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan 
dengan Undang-Undang Dasar 1945 terutama bagian 
Pembukaan UUD 1945. Proklamasi kemerdekaan dengan 
Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kesatuan yang 
bulat. Apa yang terkandung dalam Pembukaan UUD 
1945 merupakan suatu amanat yang luhur dan suci dari 
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. 

9.	 Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam 
bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis 
ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: 

	 a.	 Hukum tertulis yang dikodifikasikan. Contoh : Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ), Kitab Undang 
Undang Hukum Perdata ( KUHPdt ), Kitab Undang-
undang Hukum Dagang (KUHD);

	 b.	 Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan Contoh: 

Undang-undang ( UU ), Peraturan Pemerintah ( PP ), 
Keputusan Presiden (Kepres). 

10.	 sebagai hukum dasar negara

Perbaikan
A.	 Pilihan Ganda
1.	 a.	 1, 2, dan 4

2.	 b.	 Pembukaan UUD 1945 merupakan  				  
uraian terinci dari Proklamasi Kemerdekaan

3.	 c.	 negara yang berkedaulatan rakyat

4.	 c.	 pemerintahan yang sah dan berdaulat

5.	 b.	 pemerintahan Indonesia dijalankan berdasarkan 
hukum

6.	 a.	 mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa

7.	 a.	 menjunjung dan melaksanakan hukum yang berlaku

8.	 d.	 membayar pajak tepat waktu

9.	 d.	 Majelis Permusyawaratan Rakyat

10.	 d.	 mencerdaskan kehidupan bangsa

B.	 Uraian

1.	 a.	 Berdoa ketika akan memulai dan mengakhiri 		
	 pelajaran

	 b.	 Menghormati bapak dan ibu guru

2.	 Hukum publik adalah hukum yang berlaku untuk semua 
orang dan sanksinya sangat berat.

	 Contoh: hukum pidana, hukum tata negara, hukum 
administrasi negara, hukum internasional

3.	 a.	 Belajar demi mewujudkan cita 2 (bagi pelajar)

	 b.	 Rela berkorban dan berlapang dada

	 c.	 Semangat 45 seperti pemuda indonesia

4.	 a.    Pokok pikiran pertama: 

	 Negara begitu bunyinya ‘melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan 
berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ dalam pengertian 
ini diterima pengertian negara persatuan, negara yang 
melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. 

	 Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi 
segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian 
ini menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa 
Indonesia, seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang 
tidak boleh dilupakan. Rumusan ini menunjukkan pokok 
pikiran ‘persatuan’ dengan pengertian yang lazim, negara, 
penyelenggara negara dan setiap warganegara wajib 
mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan 
golongan ataupun perseorangan.

	 b.    Pokok pikiran kedua, 

	 Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat, ini merupakan pokok pikiran ‘keadilan 
sosial’ yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia 
Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama 
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untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan 
masyarakat.

5.	 a.    Pokok pikiran pertama: 

	 Negara begitu bunyinya ‘melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan 
berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ dalam pengertian 
ini diterima pengertian negara persatuan, negara yang 
melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. 

	 Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi 
segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian 
ini menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa 
Indonesia, seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang 
tidak boleh dilupakan. Rumusan ini menunjukkan pokok 
pikiran ‘persatuan’ dengan pengertian yang lazim, negara, 
penyelenggara negara dan setiap warganegara wajib 
mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan 
golongan ataupun perseorangan.

	 b.    Pokok pikiran kedua, 

	 Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat, ini merupakan pokok pikiran ‘keadilan 
sosial’ yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia 
Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama 
untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan 
masyarakat.

6.	 a. 	 Menetapkan UUD 1945

	 b.	 Memilih Presiden dan wakil Presiden, yaitu Ir. 		
	 Soekarno dan Mohammad Hatta. 

	 c.	 Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.

7.	 a.	 Norma kesusilaan adalah peraturan hidup 			 
	 yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma 	
	 ini menentukan mana yang baik dan mana 			 
	 yang buruk.

	 b.	 Norma kesopanan adalah ketentuan hidup yang 		
	 bersumber dari pergaulan masyarakat. Norma ini 		
	 didasari oleh beberapa hal diantaranya yaitu 		
	 kebiasaan, kepatutan, kepantasan yang 			 
	 berlaku dalam masyarakat.

	 c.	 Norma agama adalah ketentuan hidup yang 		
	 bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Isinya 		
	 berupa perintah-perintah, ajaran, dan 				  
	 larangan.

	 d.	 Norma hukum adalah ketentuan yang dibuat 		
	 oleh pejabat yang berwenang yang memiliki 		
	 sifat memaksa untuk melindungi kepentingan 		
	 manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat 		
	 dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat.

8.	 a. 	 Menghargai perjuangan dan kerja keras para 		
	 pahlawan dalam mencapai kemerdekaan Indonesia.

	 b.	 Menghoramati perbedaan-perbedaan yang begitu 		
	 beragam dalam hidup berbangsa dan bernegara.

9.	 Berdasarkan ketentuan umum UU no. 9 tahun 1998 
bentuk-bentuk penyampaian pendapat adalah sebagai 
berikut.

	 a.	 Unjuk rasa atau demonstrasi yaitu kegiatan 
yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk 
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan 
secara demonstrative di muka umum.

	 b.	 Pawai yaitu mengemukakan pendapat dengan arak-
arakan dijalan umum.

	 c.	 Rapat umum yaitu pertemuan terbuka yang 
dilakukan untuk mengemukakan pendapat dengan 
tema tertentu.

	 d.	 Mimbar bebas yaitu kegiatan mengemukakan 
pendapat di muka umum yang dilakukan secara 
bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

10.	 Beberapa contoh kegiatan yang dapat dimasukan 
menghargai upaya penegakan HAM, antara lain :

	 a.	 Membantu dengan menjadi saksi dalam proses 
penegakan HAM.

	 b.	 Mendukung para korban untuk memperoleh 
restitusi maupun kompensasi serta rehabilitasi.

	 c.	 Tidak mengganggu jalannya persidangan HAM di 
Pengadilan HAM.

	 d.	 4. Memberikan informasi kepada aparat penegak 
hukum dan lembaga – lembaga HAM bila terjadi 
pelanggaran HAM.

	 e.	 Mendorong untuk dapat menerima cara rekonsiliasi 
melalui KKR kalau lewat jalan Peradilan HAM 
mengalami jalan buntu, demi menghapus dendam 
yang berkepanjangan yang dapat menghambat 
kehidupan yang damai dan harmonis dalam 
bermasyarakat.

Pengayaan
Kreativitas siswa dan kebijaksanaan guru.
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